
350 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut  

1. Implikasi hukum putusan MK No 46/PUU–VIII/2010 tentang anak luar nikah 

terhadap sistem hukum keluarga yakni akan membuat sistem hukum yang lebih 

terbuka dalam mengintepretasikan anak luar nikah. Hal ini dikarenakan putusan 

MK No 46/PUU-VIII/2010 tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis anak 

luar nikah namun mengeneralisir terhadap semua jenis anak luar nikah baik anak 

luar nikah yang lahir dari hasil perzinaan, kumpul kebo, perselingkuhan, 

pemerkosaan  maupun anak yang lahir dari hasil nikah siri.      

2. Dampak langsung Putusan MK No 46/PUU–VIII/2010 yakni pengadilan agama 

akan semakin banyak menangani perkara permohonan atau gugatan hak-hak 

keperdataan anak luar nikah baik berupa itsbat nikah (pengesahan nikah) bagi 

orang yang menikah siri ataupun pengesahan asal-usul anak, bagi yang dari hasil 

nikah kontrak, perselingkuhan, perzinaan, atau kumpul kebo, kemudian juga 

gugatan nafkah anak, dan gugatan waris anak. Sementara dampak tidak langsung 

Putusan MK No 46/PUU–VIII/2010 yakni terhadap Kementerian Dalam Negeri 

(kantor catatan sipil) yang berkaitan dengan akta kelahiran anak, Kementerian 

Agama berkaitan dengan pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan 
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Kementerian Hukum dan HAM berkaitan dengan Rancangan Peraturan 

Pemerintah anak luar nikah, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak berkaitan dengan sosialisasi dan upaya perlindungan anak.  

3. Konstruksi hukum anak luar nikah pasca putusan MK No 46/PUU–VIII/2010 

dalam sistem hukum keluarga islam di Indonesia mengalami perubahan 

signifikan. Hal ini bisa dilihat dari adanya perubahan mendasar pada struktur 

hukum keluarga Islam khususnya yang menyangkut masalah hukum perkawinan 

dan hukum perlindungan anak karena setelah adanya putusan MK, maka 

kedudukan anak antara anak luar nikah dengan anak sah menjadi sama, namun 

hal ini hanya berlaku untuk anak luar nikah yang memiliki hubungan biologis 

(hubungan darah) dengan ayah kandungnya. Anak luar nikah setelah adanya 

putusan MK tersebut berhak mendapatkan hak-hak keperdataannya baik berupa 

hak asuh anak (hadhanah), hak atas nafkah anak termasuk masalah pengurusan 

administrasi kependudukan tersebut pada lembaga pemerintah, akan tetapi hal ini 

tidak berlaku pada masalah nasab, perwalian dan hak kewarisan. Namun untuk 

administrasi kependudukan (akta kelahiran), penulis tidak sependapat dengan hal 

tersebut karena dengan adanya akta kelahiran anak luar nikah maka seorang anak 

yang lahir di luar nikah bisa mendapatkan hak-hak keperdataan yang lainnya 

yakni hak nasab, hak perwalian dan hak kewarisan karena dengan adanya akta 

kelahiran maka hal tersebut merupakan akta otentik yang pada prinsipnya 

memiliki landasan yang kuat dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna di mata 

hukum.  
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B. Saran-Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis usulkan untuk masalah anak luar nikah ini 

yakni : 

1. Bagi lembaga peradilan agama agar lebih mempersiapkan SDMnya yang lebih 

handal dan professional dalam menghadapi dan menangani perkara permohonan 

atau gugatan hak-hak keperdataan anak luar nikah baik perkara yang berupa 

itsbat nikah (pengesahan nikah), pengesahan asal-usul anak, gugatan nafkah 

anak luar nikah, serta gugatan waris anak luar nikah. Selain itu bagi Kantor 

catatan sipil juga agar mempersiapkan instrumen akta kelahiran anak luar nikah 

secara komprehensif.  

2. Berhubung sistem hukum keluarga islam di Indonesia telah mengalami 

perubahan yang signifikan setelah adanya putusan MK No 46/PUU–VIII/2010  

tersebut yang telah memberikan kedudukan hukum anak luar nikah maka 

lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus segera 

melakukan amandemen atau perbaikan terhadap UU Perkawinan yang telah ada 

selama ini, selain itu bagi pemerintah khususnya Kementerian Agama agar 

segera mengusukan rancangan peraturan pemerintah kepada Kementerian 

Hukum dan HAM agar segera dibentuk peraturan pelaksana untuk 

mengakomodir putusan MK No 46/PUU–VIII/2010  tersebut agar nantinya tidak 

terjadi kekosongan hukum.  

 

 



353 
 

 
 

C. Temuan-temuan 

Beberapa temuan yang dapat penulis kemukakan untuk masalah anak luar nikah 

ini diantaranya : 

1. Mahkamah Konstitusi seharusnya dalam mengeluarkan suatu putusan agar lebih 

berhati-hati dan bijaksana agar nantinya tidak menimbulkan suatu keadaan yang 

kontroversial ditengah-tengah masyarakat. Selain itu Mahkamah Konstitusi 

dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan masalah anak luar nikah 

juga harus mempertimbangkan pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

karena MUI merupakan representasi dari umat muslim Indonesia dimana 

sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam.    

2. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya lebih diperjelas mengenai 

makna dari adanya hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah dan 

ibunya tersebut, apakah maksud Mahkamah Konstitusi tersebut untuk 

menerbitkan hubungan nasab, waris, perwalian antara anak luar nikah dengan 

ayah dan ibunya, atau putusan Mahkamah Kontisusi tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan suatu tanggung jawab atau tuntutan ayah anak luar nikah tersebut 

agar membiayai kehidupan anaknya tersebut. 
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tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 

4. Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara 

Indonesia yang merupakan “Perorangan Warga Negara Indonesia”, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya, 

Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji 

materiil ini; 

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang 

menyatakan: 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga oleh karenanya 

pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu 

juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana tercantum 

dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., 

tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan: 

"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung 

pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. 

Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, 

dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang 

saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan 

Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal 

(mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan 

dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh 

laki-laki bernama Drs. Moerdiono; 
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6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan: 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.” 

Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak 

konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin 

oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

telah dirugikan; 

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan: 

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah.” 

Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon 

yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara 

dengan warga negara Indonesia Iainnya dalam membentuk keluarga dan 

melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama 

di hadapan hukum; 

Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 

Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak 

Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama 

di hadapan hukum. 

Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk 

keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan 

berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak 

konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan 

perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya 

masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan 

perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, 

serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. 

Bagaimana mungkin norma agama diredusir oleh norma hukum sehingga 

perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari diredusirnya norma 

agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya 

menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi 
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anaknya di muka hukum menjadi tidak sah; 

7. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: 

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” 

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon 

hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama 

juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika 

norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu 

perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan 

yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-

Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan 

sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. 

Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidak-

tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya 

adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan 

sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan 

adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam 

perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. 

Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah 

menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak 

sah? 

Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak 

konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan 

pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang 

dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945 telah dirugikan; 

8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum.” 

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 



 6

43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah 

merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik 

berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah meredusir kepentingan 

norma agama karena pada dasamya sesuatu yang oleh norma agama 

dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah 

berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk 

pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah 

hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. 

Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap 

norma agama; 

9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon 

dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) 

UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk 

mendapatkan pengesahan terhadap pemikahan sekaligus status hukum 

anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka 

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai 

kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun 

sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup 

fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur 

Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 

sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon 

sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan 

dalam uraian selanjutnya yang secara mutatis mutandis mohon dianggap 

sebagai satu kesatuan argumentasi; 

10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa 

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak 

sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang; 

B. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan 

11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan 

merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU 

Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat 

(1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang 

mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status 
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perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil 

perkawinan; 

12. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan 

tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan 

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) 

dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak 

konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status 

hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah 

dicederai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas 

tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan 

sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional 

yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan 

Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah 

tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang 

mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan 

sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah 

menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang 

dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam 

UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum 

dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal 

senada juga disampaikan oleh Van Kan: “Kalau pelaksanaan norma-norma 

hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan 

memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju 

norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat 

dari pelanggaran norma-norma hukum itu.” (Van Kan, Pengantar Ilmu 

Hukum (terjemahan dari Incleiding tot de Rechtswetenshap oleh Mr. Moh. 

O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.) 

13. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki 

kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan 

pengesahan atas pemikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi 

yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) 

adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada 
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diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang 

dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang 

dilahirkan dari pemikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta 

tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama 

telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. 

Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan 

norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak 

tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, 

pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak 

yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah 

berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu 

menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum 

menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak 

terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. 

Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang 

dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan 

norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi 

Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan 

norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma 

hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum 

terhadap norma agama; 

14. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka 

telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) 

antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, 

khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan 

dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang 

dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran 

atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik 

Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 

tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pemikahan Pemohon yang 

telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon 

tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak 



 9

hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum  pula; 

Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B 

ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak Iahirnya anak Pemohon telah 

mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-

usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon 

dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya 

mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami 

dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, 

mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun 

yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan 

diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya 

berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut 

adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di 

hadapan hukum; 

Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan 

berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah 

perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar 

perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan 

mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di 

masyarakat, sehingga merugikan Pemohon; 

Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang 

tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua 

orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan 

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian 

hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah 

melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga 

menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya 

pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal 

tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan 

anak dalam pergaulannya di masyarakat; 

15. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, 

yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta 
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untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal 

ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang 

menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon 

dan anak yang dihasilkan dari pemikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon 

tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir 

dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak. 

Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di 

masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional 

Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh 

kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan 

diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van 

Apeldoorn dalam bukunya Incleiding tot de Rechtswetenschap in 

Nederland menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur 

pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. 

Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan 

melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu 

kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya 

terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan 

golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. 

Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan 

pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum 

untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara 

kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh 

sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu 

Hukum, terjemahan Incleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht 

oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13). 

Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya 

mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis 

(etische theorie) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan 

mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin 

dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk 

umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya 

adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori 

utilitis (utilities theorie), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa 
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yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan 

sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya 

adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, 

sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori 

selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan 

oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus 

ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht 

menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum 

(rechtszekerheid) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua 

tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. 

Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum 

bertugas polisionil (politionele taak van het recht). Hukum menjaga agar 

dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (eigenrichting). 

Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah 

mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan 

Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 

1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang 

termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang 

seharusnya didapatkan oleh Pemohon; 

16. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK 

berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji 

Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap 

Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir 

maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan 

memberikan Putusan sebagai berikut: 

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk 

seluruhnya; 

2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, 

bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945; 

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-
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adilnya (ex aequo et bono); 

[2.2]   Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan 

Bukti P-6, sebagai  berikut:  

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 

46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs. 

3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007. 

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/II/2007. 

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal 

Somasi tertanggal 16 Oktober 2006. 

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal 

Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007. 

 Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu Dr. H.M. Nurul Irfan, 

M.Ag., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan 

keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan 

adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya; 

2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah 

jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain 

perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat; 

3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah 

memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai 

wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita; 



 13

4. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan 

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang 

yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat 

di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah; 

5. Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki 

nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta 

kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak; 

6. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan 

masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah 

lainnya; 

7. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar 

nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya 

adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang 

seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi 

akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan 

perkawinan yang tidak dicatat; 

8. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung 

beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau 

pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya; 

9. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang 

tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab 

terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-

Isra’/17:15; Surat al-An’am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan 

Surat an-Najm/53:38; 

10. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernazab kepada ibu 

kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah 

memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara 

Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab 

kepada kedua bapak dan ibunya; 

11. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut 

memutus hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan 

diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus 
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diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap 

sebagai anak kandung; 

12. Dalam fiqh, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi 

terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa’ untuk menaati ulil amri (dalam 

hal ini Undang-Undang sebagai produk ulil amri); 

13. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 

bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat 

(2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 

14. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengandung 

madharat, tetapi menghapusnya juga menimbulkan madharat, maka dalam 

kaidah hukum Islam, harus dipilih madharat-nya yang paling ringan; 

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah 

menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari 

2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan 

diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, yang 

menyatakan sebagai berikut. 

I .  Pokok Permohonan 

Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga 

negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) 

dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut: 

a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat 

(1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan 

kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status 

perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan 

Pemohon I ;  

b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicederai oleh norma hukum 

dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan 

merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan 

rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusionai yang termaktub 

dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang 

dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 

UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum. 
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Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum 

anak (Pemohon I I )  yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak 

di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) 

Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah 

barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di 

muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. 

c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan a quo telah menimbulkan perlakuan 

yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang 

bersifat diskrimintaif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan a quo 

dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) 

serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

I I .   Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 

Berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, 

maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang 

memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang 

terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 

a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 

51 ayat (1) UU MK. 

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang 

dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; 

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 

Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dalam 

permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara 

Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah 

dirugikan atas berlakunya Undang-Undang a quo atau anggapan kerugian tersebut 

sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut. 

Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, menurut Pemerintah 

anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi 

terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada 

kenyataannya yang dialami oleh Pemohon I dalam melakukan perkawinan dengan 

seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan 

persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal 
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5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan Poligami yang 

dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dicatat. 

Seandainya Perkawinan Pemohon I dilakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang terdapat dalam Undang-Undang a quo, maka Pemohon I tidak 

akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan 

dijamin bahwa Pemohon I akan memperoleh status hukum perkawinan yang 

sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya. 

Karena itu, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 

memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah 

benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk 

diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau 

kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang 

dimohonkan untuk diuji tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan 

yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah 

konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang a quo 

yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan 

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko 

akibat hukumnya dikemudian hari. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat 

jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para 

Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para 

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam 

Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo, sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan 

Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 

Putusan Nomor  11/PUU-V/2007). 
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III.  Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci 

terhadap dalil-dalil maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat 

disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

A.  Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak 

manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri. 

Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan 

keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Karena itu 

dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan 

menyatu menjadi satu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga 

latar belakang kehidupan kedua belah pihak menjadi penting, dan salah satu 

latar belakang kehidupan itu adalah agama. 

Agama menurut ahli sosiologi merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk 

menciptakan integrasi, tetapi di sisi lain sangat mudah sekali untuk memicu 

konflik. Karenanya jika UU Perkawinan menganut aliran monotheism tidak 

semata-semata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, yang 

mengharamkan adanya perkawinan beda agama, melainkan juga karena 

persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal, 

harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran heterotheism 

(antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak 

harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera. 

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga 

negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap 

orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam 

Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): 

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari 
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bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban 

penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah 

mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat 

dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi 

pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak 

konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan 

pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 

suatu masyarakat demokratis”. 

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, 

pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut 

bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat 

luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu 

hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak 

konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara 

yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk 

Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa ...”. 

Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya 

mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional 

seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya 

yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa 

Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan lain sebagainya. 

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan 

hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk 

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan a quo 
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sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang 

semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya 

masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam 

Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga 

yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan 

sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat 

itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi 

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk 

adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, 

mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang 

sejahtera. 

Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat 

konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU 

Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan 

menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi 

undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan 

seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi 

tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain. 

B.  Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk 

Diuji Oleh Para Pemohon. 

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang 

menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, 

yaitu: 

Pasal 2 yang menyatakan: 

Ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku” 

Pasal 43 yang menyatakan: 

Ayat (1): “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” 

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), 

UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: 

Pasal 28B ayat (1): “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 
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melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. 

Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. 

Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum”. 

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat 

menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu 

saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan 

spiritual dan material. 

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo menyatakan bahwa 

“suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”; dan pada Pasal 2 ayat (2) 

dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

Bahwa menurut Undang-Undang a quo, sahnya perkawinan disandarkan 

kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan 

belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk: 

a. tertib administrasi perkawinan; 

b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, 

istri maupun anak; dan 

c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang 

timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte 

kelahiran, dan lain-lain; 
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Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang 

menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B 

ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan 

perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara 

melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun 

keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum 

terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. 

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri, 

karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” 

memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat 

dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan 

prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan 

agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan 

dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan 

yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 

UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. 

Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak 

berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih 

dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan 

poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya 

dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan 

prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang a quo khususnya 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP 

Nomor 9 Tahun 1975. 

Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-

Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di 

Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat 

hukumnya antara lain: tidak mempunyal status perkawinan yang sah, dan 

tidak mempunyal status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya. 

Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami 

yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara 

Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang 

atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. Di samping itu 
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ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 

yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 

wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 

Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa 

pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan 

Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas 

keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para 

Pemohon. 

Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945. 

2. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “Anak yang dilahirkan 

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya”, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara 

anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak 

dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, 

sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut 

Undang-Undang a quo dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar 

perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi 

logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan 

yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang a quo, 

karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan 

hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan 

hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu 

perkawinan yang sah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan 

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo justru bertujuan untuk memberikan 
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perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara 

anak dan ibunya serta keluarga ibunya. 

Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat 

(2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut 

dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

dapat dipenuhi. 

Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para 

Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah 

memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap 

Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan 

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak 

dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perimbangan moral, nilai-nilai 

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 

ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) 

dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

IV. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada 

Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat 

memberikan putusan sebagai berikut: 

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal 

standing); 

2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijk verklaard); 

3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 

4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 
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tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D 

ayat (1) UUD 1945; 

Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 

putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan 

Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan 

menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 

pada tanggal 24 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut: 

Keterangan DPR RI 

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan     

a quo, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan 

mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur 

dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa 

“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: 

a. perorangan warga negara Indonesia; 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam Undang-Undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 

d. lembaga negara.” 

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 

ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan 

“hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) 

ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 

1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.  

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat 

diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam 
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permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih 

dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 

a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan aquo sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam 

“Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya 

Undang-Undang. 

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah 

memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul 

karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide 

Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) 

yaitu sebagai berikut: 

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang 

diberikan oleh UUD 1945; 

b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut 

dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang 

diuji; 

c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang 

dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat 

potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau 

tidak lagi terjadi. 

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam 

perkara pengujian Undang-Undang a quo, maka para Pemohon tidak memiliki 

kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon. 

Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR berpandangan bahwa 

para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para 

Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk 

diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak 
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dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya 

ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. 

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan 

sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 

mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan 

hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) 

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 

011/PUU-V/2007. 

II. Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan 

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi 

pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan  

kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B 

ayat (1) dan ayat (2)  serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945  telah dirugikan.  DPR 

menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk memahami UU 

Perkawinan terkait dengan ketentuan Pasal Undang-Undang a quo yang 

dimohonkan pengujian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian 

dari Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 

Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara 

seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan 

agama/kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan 

yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan 

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera 

serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan 

kewajiban keperdataan. 

2. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul 

dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan 

pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, 
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namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum  dan memberikan 

perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan 

(suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan 

administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan 

kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu 

kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat 

mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan 

kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan   

perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat 

dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut: 

a. untuk tertib administrasi perkawinan; 

b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, 

membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain); 

c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan; 

d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak; 

e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh 

adanya perkawinan;  

3. Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 

Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku” merupakan norma yang mengandung 

legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan 

dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap 

perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Pemohon yang 

menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan 

ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.  

4. Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa para 

Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU 

Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalang-

halangi para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) 

UUD 1945, DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 

12/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum  halaman 97-98 menyebutkan: 
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Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat  

alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai 

upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang 

menjadi kewajiban suami yang akan  berpoligami dalam rangka mewujudkan 

tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Dengan demikian alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan 

perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnnya berasas monogami 

adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan 

perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami 

sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya 

persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan 

persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon. 

5. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak 

dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat 

diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, 

sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari 

akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat 

sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan 

yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dapat  berimplikasi  terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan 

ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat 

tersebut,  tentu hanya mempunyai  hubungan keperdataan dengan ibu dan 

keluarga ibunya. 

7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru dengan 

berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin 

terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian 

hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta 

keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini 

dibatalkan justru akan berimplikasi  terhadap kepastian hukum atas status 

keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan 

demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan 
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dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya 

Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar 

putusan  sebagai berikut: 

1. Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 

permohonan a quo tidak dapat diterima; 

2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya; 

3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) 

dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 

4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap 

memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami 

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis 

bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 

Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; 

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala 

sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara 

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

putusan ini; 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 

[3.1]  Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk 

menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, 

selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 



 30

[3.2]  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan 

mempertimbangkan: 

a.  Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 

b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan 

permohonan a quo; 

Kewenangan Mahkamah 

[3.3]  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan 

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, 

selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu 

kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar;  

[3.4]  Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji 

konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap 

UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh 

karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;  

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon  

[3.5]  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta 

Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang 

terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu 

Undang-Undang, yaitu: 
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a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang 

mempunyai kepentingan sama);  

b.  kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam Undang-Undang;  

c.  badan hukum publik atau privat; atau  

d.  lembaga negara;  

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 

1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:  

a.  kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 

(1) UU MK;  

b.  kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 

1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan 

pengujian;  

[3.6]  Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-

putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 

lima syarat, yaitu:  

a.  adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh 

UUD 1945;  

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap 

dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;  

c.  kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau 

setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan 

akan terjadi;  

d.  adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud 

dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;  

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 

kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;  
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[3.7]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada 

paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 

mengenai kedudukan hukum (legal standing)  para Pemohon dalam permohonan  

a quo  sebagai berikut:  

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai 

perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang 

diatur dalam UUD 1945 yaitu: 

Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga 

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;  

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi”, dan  

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

di hadapan hukum”; 

Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 

ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;  

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh 

para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut 

Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian 

dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga 

para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan permohonan a quo; 

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal 

standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 

Pendapat Mahkamah  

Pokok Permohonan 

[3.11]  Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian 

konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “Tiap-tiap 
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perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan 

Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak; 

[3.12]  Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan 

perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna 

hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, 

Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-

prinsip perkawinan menyatakan, 

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di 
samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan 
adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting 
dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat 
dalam daftar pencatatan”. 

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan 

perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; 

dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang 

ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. 

Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-

undangan merupakan kewajiban administratif. 

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, 

menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif 

negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan 

jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 

yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan 

sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan 

ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai 

pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan 

ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang 
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dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan 

yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) 

UUD 1945]. 

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan 

agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang 

dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang 

sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna 

dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara 

terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan 

dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti 

otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat 

terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian 

yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti 

pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur 

bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka 

mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. 

Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan 

dengan adanya akta otentik sebagai buktinya; 

[3.13]  Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) 

frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam 

perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu 

permasalahan tentang sahnya anak. 

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya 

pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) 

maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang 

menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil 

manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena 

hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan 

perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika 

hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang 
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menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung 

jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan 

hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala 

berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan 

bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. 

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului 

dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, 

adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara 

bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. 

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai 

bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat 

juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan 

laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal 

prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan 

perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena 

kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan 

status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di 

tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang 

ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan 

perkawinannya masih dipersengketakan; 

[3.14]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 

ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus 

dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang 

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti 

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata 

dengan keluarga ayahnya”; 

[3.15]  Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka 

dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak 
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beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang 

menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan 

dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni 

inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan 

perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah 

sebagai ayahnya; 

4. KONKLUSI 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di 

atas, Mahkamah berkesimpulan: 

[4.1]   Mahkamah  berwenang  untuk  mengadili permohonan a quo; 

[4.2]  Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk  

mengajukan permohonan a quo; 

[4.3]   Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian; 

 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5076); 

5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili,  

Menyatakan: 

 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
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 Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan 

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata 

mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; 

 Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak 

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 

sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang 

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 

bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai 

ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; 

 Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 

 Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya; 

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap 

Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, 

Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-

masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, 

tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah 

Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan 

Februari, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. 

Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida 
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Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil 

Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan 

didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 

para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. 

KETUA, 

 
 

ttd. 

 
Moh. Mahfud MD.  

 
ANGGOTA-ANGGOTA, 

ttd. 
td  

Achmad Sodiki  

ttd. 
 

Maria Farida Indrati  

ttd. 
 

Harjono  

ttd. 
 

Ahmad Fadlil Sumadi 

ttd. 
 

Anwar Usman 

ttd. 
 

Hamdan Zoelva 

ttd. 
 

M. Akil Mochtar 

ttd. 
 

Muhammad Alim 

 

6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) 

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki 

alasan berbeda (concurring opinion), sebagai berikut: 

[6.1]  Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah “… ikatan lahir bathin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 



 39

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan 

Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” 

Sementara ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan 

Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat 

(2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara 

administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang 

telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah 

pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang 

dilakukan. 

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-

undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan 

bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 

ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya 

menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga 

dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa 

perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi 

berwenang atau pegawai pencatat nikah. 

Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif 

yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka 

hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi 

penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” 

dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo juga akan dimaknai sebagai 

perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang 

lima. 

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan 

dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu 

tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, 

suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena 
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pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya 

kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh 

otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa. 

[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada 

pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari 

inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh 

pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. 

Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari 

penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara 

sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan 

rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. 

Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena 

kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, 

adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh. 

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita 

dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan 

setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, 

wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak 

bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan 

anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan 

syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat 

dihindari dan ditolak. 

Negara mengatur (mengundangkan) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya 

positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. 

Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya 

menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat 

ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan 

administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan 

konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan. 
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Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan 

kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan. 

[6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu 

dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada 

kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang 

mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan 

menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara 

hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 

yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam 

memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri 

dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut. 

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”, adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak 

bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang a quo yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya 

menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya 

tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat 

adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah 

pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan. 

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) 

UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang 

mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak 

sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 

justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga 

dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban 

terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang 

dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu 

peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian 

konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2 
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ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak 

bagi sahnya perkawinan, pasal a quo potensial merugikan hak konstitusional 

Pemohon I.  

[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya 

pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan 

keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh 

berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan 

keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan 

secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-

cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya 

friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek 

hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan 

semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi 

dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-

undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat 

dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme 

hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama 

maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan 

pembenarannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) 

UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, “Dalam menjalankan hak dan 

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 

dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya 

mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada 

syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan 

tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan 

kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini 

dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir 

dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-
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anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat 

perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, 

yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari 

perkawinan dimaksud. 

[6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat 

dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau 

kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, 

yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, 

dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai 

perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat 

dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah). 

Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi 

wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah 

kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974 

terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem 

hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak 

dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan 

jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah 

satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). 

Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, 

negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta 

gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena 

untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu 

adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya. 

[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki 

potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi 

kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan 

bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat 

dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak 

dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih 

berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga 
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selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu 

suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak 

dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak 

memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, 

misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi 

anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah 

dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif 

peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena 

sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak 

bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif. 

Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 

1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Keberadaan 

Pasal a quo menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan 

keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari 

perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan 

menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut 

menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang 

tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum 

agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut 

menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau 

yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian 

akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan 

risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko 

yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. 

Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari 

suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut 

hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua 

orang tua biologisnya. 

 

PANITERA PENGGANTI, 

ttd. 

Mardian Wibowo 
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PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  I TAHUN 1974 

TENTANG 

PERKAWINAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum 
nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi 
semua warga negara. 

Mengingat : 1.   Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan  
        Pasal   29 Undang-Undang Dasar 1945: 

2.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1983. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN 

 
BAB I 

DASAR PERKAWINAN 
Pasal 1 

 
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkn ketuhanan Yang Maha 
Esa 
 

Pasal 2 

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 3. 

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri.. Seorang  wanita hanya 
boleh mempunyai seorang suami. 

(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila 
dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. 

 
Pasal 4 

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-
undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri 
lebih dari seorang apabila 
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.  



Pasal 5 

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) Undang-undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut 
a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka. 

 
(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami 

apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak 
dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau 
karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 

 
BAB II 

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN 
Pasal 6 

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
2)  Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus 

mendapat izin kedua orang tua. 
(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu 

menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang 
masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk 
menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang 
mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam 
keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

5)  Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah 
seorang atau. di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan  dalam daerah hukum 
tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin 
setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Pasal 7 

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak 
wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat 
lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 
ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 
(2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). 

 
 

Pasal 8 
Perkawinan dilarang antara dua orang yang : 

a.    berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; 
b.   berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara 

orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 
c. sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri 
d. sehubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; 



e. sehubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenekan dari isteri, dalam hal seorang suami 
beristeri lebih dari seorang; 

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin. 

Pasal 9 

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang 
tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang undang ini 

Pasal 10 
Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua 
kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Pasal 11 
(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan Pemerintah lebih lanjut 

Pasal 12 
Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri 

BAB III 
PENCEGAHAN PERKAWINAN 

Pasal 13 

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan 
perkawinan 
 

Pasal 14 

(1)   Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara. 
wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang  berkepentingan. 

 
(2)Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan 

apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan 
tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mepunyai 
hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini. 

Pasal 15 
Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas 
dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan 
Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini 

Pasal 16 
(1)    Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan 

dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi. 
 
(3) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam 

peraturan perundang-undangan. 
 

pasal 17 
(1) pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan 

dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. 

(2) kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud 



dalam ayat (1) pasal ini pegawai pencatat perkawinan 

Pasal 18 

pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan 
pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah. 

Pasal 19 
perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan dicabut 
 

Pasal 20 
pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan 
perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), 8, Pasal 9, Pasal 10 
dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun ada pencegahan perkawinan 

Pasal 21 

(1)  Jadi pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut 
Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. 

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin    melangsungkan perkawinan oleh 
pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan 
alasan-alasan penolakannya. 

(3)  Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam 
wilayah mana pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan 
keputusan, dengan menyerahkan: keterangan penolakan tersebut di atas. 

(4)   Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat akan memberikan ketetapan, apakah ia akan 
menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. 

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para 
hak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka 

 
BAB IV 

BATALNYA PERKAWINAN 

Pasal 22 

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan 

Pasal 23 
Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu 

a.   Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; 
b.   suami atau isteri 
c.   Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinanan belum diputuskan; 
d.  Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai 

kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu 
putus. 

 
Pasal 24 

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas 



dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan. tidak mengurangi 
ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini 
 

Pasal 25 

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengandilan dalam daerah hukum di mana perkawinan 
dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri 

- , Pasal 26 
(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah 

yang tidak sah atau ` yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan 
pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan 
suami atau isteri. 

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila 
mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan Akte perkawinan yang dibuat 
pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. 

 
Pasal 27 

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan 
dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. 

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan .apabila pada waktu 
berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. 

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 
6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak mempergunakan haknya 
untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur 

Pasal 28 

(1)  Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan 
berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. 

(2)     Keputusan tidak berlaku surut terhadap 
a.  Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
b.  Suami atau isteri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila 

pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; 
c.  Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan 

i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. 
 

BAB V 

PERJANJIAN PERKAWINAN 

Pasal 29 
(1)    Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat 

mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya 
berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 

(2)     Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. 
(3)    Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan 
(4) Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada 

persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga 



BAB VI 
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI 

Pasal 30 

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari 
susunan masyarakat. 
 
 
 

Pasal 31 
(1)  Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan 

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 
(2)  Masing-masing pihak berhak untuk mlelakukan perbuatan hukum. 
(3)  Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga 
 

Pasal 32 
(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap 

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama 

Pasal 33 
Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu 
kepada yang lain. 

Pasal 34 
(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai 

dengan kemampuannya. 
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masi dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan 

BAB VII 

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN 

Pasal 35 

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. 
(2) Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda. yang diperoleh masing-masing sebagai 

hadiah atau warisan, adal.ah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 
menentukan lain. 

Pasal 36 
(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 

perbuatan hukum mengenai harta bendanya. 

Pasal 37 
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. 
 

BAB VIII 

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA 

Pasal 38 

Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian c. atas keputusan Pengadilan. 



Pasal 39 
(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha 

dan tidak berhenti  mendamaikan kedua belah pihak. 
 
 (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun 

sebagai suami isteri 
 
(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri 

Pasal 40 
 
(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. 
 
(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. 

Pasal 41 
 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah 
 
a.  Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 

kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak,Pengadilan memberi 
keputusannya: 

b.  Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; 
bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan 
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 

c.  Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau 
menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami. 

BAB IX 
 

KEDUDUKAN ANAK 
Pasal 42 

 
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. 
 

Pasal 43 
(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya. 

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 44 

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan, oleh isterinya, bilamana ia dapat 
membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut. 

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. 

 

 

BAB X 



HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA 
DAN ANAK 

Pasal 45 
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri 
sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua  putus. 

Pasal 46 

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. 

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam 
garis lurus ke atas,bila mereka itu memerlukan bantuannya. 

Pasal 47 

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di 
bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya: 

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. 
 

Pasal 48 

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki 
anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali 
apabila kepentingan anak itu menghendakinya. 

Pasal 49 

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu 
yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara 
kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : 
a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya  
b. berkelakuan buruk sekali 

 (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya 
pemeliharaan kepada anak tersebut. 

 
 

BAB XI 

PERWALIAN 

Pasal 50 
(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, 

yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. 
 
(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. 

Pasal 51 

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, 
dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. 

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, 
adil, jujur dan berkelakuan baik. 



(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan 
menghormati agama dan kepercayaan anak itu. 

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawa kekuasaannya pada waktu memulai 
jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu 

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada bawah perwaliannya serta kerugian yang 
ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. 

 
Pasal 52 

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.  

Pasal 53 

(1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini. 
(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk 

orang lain sebagai wali. 
 

 
Pasal 54 

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas 
tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Pengadilan yang bersangkutan dapat 
diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut 
 

BAB XII 
KENTUAN-KETENTUAN LAIN 

 
Bagian Pertama 

Pembuktian asal-usul anak 
 

Pasal 55 

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan 
oleh Pejabat yang berwenang. 

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan 
tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi 
syarat. 

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada 
dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang 
bersangkutan. 

 

Bagian Kedua 
Perkawinan di luar Indonesia 

Pasal 56 
(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang 

warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang 
berlaku di negara di mana perkawina itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak 
melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. 

(2)  Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami iseri itu kembali di Wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan 
mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. 

 



Bagian Ketiga 
Perkawinan Campuran 

Pasal 57 
(1) Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang - undang ini ialah perkawinan 

antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan 
salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. 

Pasal 58 

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang lakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh 
kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang 
telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. 

Pasal 59 

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan putusnya perkawinan menentukan hukum yang 
berlaku, mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. 

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini. 
 

Pasal 60 

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang 
ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. 

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak 
ada rintangan untuk, melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang  menurut hukum 
yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan 
bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. 

Pasal 61 

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. 

(2)Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai 
pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 
ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan. 

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan 
atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 
(tiga) bulan dan dihukum jabatan. 

Pasal 62 

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini . 
 

Bagian Keempat 
Pengadilan 

Pasal 63 
(1 )Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang undang ini ialah 

a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam 
b. Pengadilan Umum bagi lainnya. 

(2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh pengadilan Umum. 
 
 



BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 64 

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan s perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
undang ini berlaku dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah. 
(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik dasarkan hukum lama maupun berdasarkan 

Pasal 3 ayat : Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut : 
a.   Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya; 
b.   Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan 

dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi; 
c.  Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-

masing. 

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih seorang menurut Undang-undang ini tidak 
menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini. 

 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 66 

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-
undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Howelijks, 
Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No.74 ), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde 
Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah 
diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 67 

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yang pelaksanaannya secara efektif lebih 
lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan 
pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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HUKUM PERKAWINAN 

KETENTUAN UMUM 
 

BAB I  
BEBERAPA PENGERTIAN 

 
Pasal 1 

 
Yang dimaksud dengan : 
a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria 
dengan seorang  wanita. 
b. Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya , 
yang diberi hak dan  kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. 
c. Akad Nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh 
mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi 
d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk 
barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam 
e. Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang 
dicantumkan dalam akta nikah  berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu 
yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. 
f.  Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri 
atau bersama suami-istri  selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut 
harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. 
g. Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh , memelihara , dan mendidik anak 
hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. 
h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu 
perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang 
tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup , tidak cakap melakukan perbuatan hukum 
i.  Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl 
kepada dan atas persetujuan  suaminya 
j. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi  talak berupa benda atau uang dan 
lainnya. 

 
 

BAB II 
DASAR-DASAR PERKAWINAN 

 
Pasal 2 

 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan , yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan 
gholiidhan untuk menaati perintah  Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. 

 
 
 
 



Pasal 3 
 
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah , mawaddah , dan 
rahmah. 

 
Pasal 4  

 
Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) 
Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 
 Pasal 5 

 
(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. 
(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 22 tahun 1946 jo Undang-Undang no 32 tahun 1954 

 
Pasal 6 

 
(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 , setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan 
dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 
(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan 
hukum. 

 
Pasal 7 

 
(1) Perkawian hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 
(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah , dapat diajukan itsbat nikahnya 
ke Pengadilan Agama 
(3) Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang 
berkenaan dengan : 
     (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian 
     (b) Hilangnya Akta Nikah 
     (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan 
     (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang undang no 1 tahun 1974 , dan  
     (e) Perkawinan yang dlakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut 
Undang-undang no 1 tahun 1974 
(4) Yang berhak mengajukan permohonan Istbat nikah ialah pihak suami atau istri , anak-anak 
mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. 

 
Pasal 8 

 
Putusnya perkawina selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan 
Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian , ikrar talak , khuluk , atau putusan taklik-
talak. 

 
Pasal 9 

 
(1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak diketemukan karena hilang dan sebagainya , dapat 
dimintakan salinannya kepada  Pengadilan Agama 
(2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh , maka dapat diajukan 
permohonan ke Pengadilan Agama. 

 
Pasal 10 

 
Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh 
Pegawai pencatat Nikah 
  
 
 
 



Bab III 
PEMINANGAN 

 
Pasal 11 

 
Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh , tapi 
dapat pula dilakukan perantara yang dapat dipercaya. 

 
Pasal 12 

 
(1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda 
yang telah habis masa iddahnya. 
(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah  raj'i , haram dan dilarang untuk 
dipinang. 
(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain , selama pinangan itu 
belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. 
(4) Putus pinangan pihak pria , karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau 
secara diam-diam pria yang meminang menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. 

 
Pasal 13 

 
(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak  bebas memutuskan hubungan 
peminangan  
(2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan  tata cara yang baik sesuai 
dengan tuntunan agama dan kebiasaan  setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling 
menghargai 

 
BAB IV 

RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN 
 

Bagian Kesatu 
Rukun 

 
Pasal 14 

 
Untuk melaksanakan perkawinan harus ada ; 
a. Calon suami 
b. Calon Istri 
c. Wali Nikah 
d. Dua orang saksi , dan 
e. Ijab dan kabul 

 
Bagian Kedua 

Calon Mempelai 
 

Pasal 15 
 
(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon 
mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang undang No 1 tahun 
1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur  19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 
berumur 16 tahun. 
(2)  Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana 
yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) , (3) , (4) , dan (5) UU no 1 tahun 1974 

Pasal 16 
 
(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai 
(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita , dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan 
tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas. 

 
Pasal 17 



 
(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan , Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu 
pesetujuan calon mempelai di hadapan  dua saksi nikah 
(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon  mempelai maka perkawinan itu 
tidak dapat dilangsungkan. 
(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu  persetujuan dapat dinyatakan 
dengan tulisan atau isyarat yang  dapat dimengerti 

 
Pasal 18 

 
Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan  tidak terdapat halangan 
perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI 

 
Bagian Ketiga 

Wali Nikah 
 

Pasal 19 
 
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus  dipenuhi bagi calon mempelai wanita 
yang bertindak untuk menikahkan. 

 
Pasal 20 

 
(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki  yang memenuhi syarat hukum Islam 
yakni muslim, aqil dan baligh 
(2) Wali Nikah terdiri dari 
      a. wali nasab 
      b. wali hakim 

 
Pasal 21 

 
(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan , kelompok yang satu 
didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susnan kekerabatan dengan calon 
mempelai wanita. 
 
      Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah , kakek dari pihak ayah dan 
seterusnya. 
       
      Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan 
laki-laki mereka. 
 
      Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan 
keturunan laki-laki mereka. 
 
      Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek , saudara laki-laki seayah kakek dan 
keturunan laki-laki mereka. 
 
(2)  Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak 
menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat kekerabatannya dengan 
calon mempelai wanita. 
 
(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka   yang paling berhak menjadi 
wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah 
 
(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung 
atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan 
mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. 

 



 
Pasal 22 

 
Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syaratsebagai wali nikah, atau oleh 
karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali bergeser ke 
wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. 

 
Pasal 23 

 
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak 
mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. 
(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah 
setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut 

 
Bagian Keempat 

Saksi Nikah 
 

Pasal 24 
 
(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksaan akad nikah 
(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi 

 
Pasal 25 

 
Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, 
tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. 

 
Pasal 26 

 
Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah 
pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan 

 
Bagian Kelima 

Akad Nikah 
 

Pasal 27 
 
Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. 

 
Pasal 28 

 
Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan.Wali nikah dapat 
mewakilkan kepada orang lain. 

 
Pasal 29 

 
(1) Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi 
(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada  pria lain dengan ketentuan 
calon mempelai pria memberi kuasa yang  tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad 
nikah itu adalah untuk mempelai pria 

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad 
nikah tidak boleh dilangsungkan. 

 
BAB V 

MAHAR 
 

Pasal 30 
 
Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah , bentuk 
dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak 



 
Pasal 31 

 
Penentuan mahar dudasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran 
Islam 

Pasal 32 
 
Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya 

 
Pasal 33 

 
(1) Penyerahan mahar dilakukan secara tunai 
(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk 
seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang  calon 
mempelai pria. 

 
Pasal 34 

 
(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. 
(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad  nikah, tidak menyebabkan batalnya 
perkawinan.Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi  sahnya 
perkawinan 

 
Pasal 35 

 
(1) Suami yang mentalak istrinya qabla al dukhul wajib membayar  setengah mahar yang telah 
ditentukan dalam akad nikah. 
(2) Apabila suami meninggal dunia qabla al dukhul seluruh mahar  ditetapkan menjadi hak penuh 
istrinya 
(3) Apabila perceraian terjadi qabla al dukhul tetapi besarnya mahar  belum ditetapkan, maka suami 
wajib membayar mahar mitsil. 

Pasal 36 
 
Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama 
bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai 
dengan harga barang mahar yang hilang. 

 
Pasal 37 

 
Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya 
diajukan ke pengadilan agama. 

 
Pasal 38 

 
(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita 
tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. 
(2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami  harus menggantinya dengan 
mahar lain yang tidak cacat.Selama  penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih 
belum dibayar. 
  

BAB VI 
LARANGAN KAWIN 

 
Pasal 39 

 
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan : 
1. Karena pertalian nasab : 
    a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya 
    b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu 



    c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkan 
2. Karena pertalian kerabat semenda : 
    a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya 
    b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya 
    c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan 
perkawinan dengan bekas  
        istrinya itu qabla ad dukhul 
    d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya 
3. Karena pertalian sesusuan : 
    a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas 
    b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah 
    c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah 
    d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas 
    e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya 

 
Pasal 40 

 
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan 
tertentu : 
a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain 
b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain 
c. seorang wanita yang tidak beragama islam, 

 
Pasal 41 

 
(1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang memilki pertalian nasab atau 
susuan dengan istrinya 
     a. saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya 
     b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya 
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih 
dalam masa iddah 

 
Pasal 42 

 
Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut 
sedang mempunya 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat perkawinan atau 
masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan 
sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i 

 
Pasal 43 

 
(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria : 
     a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali 
     b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang di li'an 
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur kalau bekas  istrinya tadi telah kawin dengan pria 
lain, kemudian perkawinan  tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya 

 
Pasal 44 

 
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam 
  
  

BAB VII 
PERJANJIAN PERKAWINAN 

 
Pasal 45 

 
Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : 
1. Taklik talak, dan 
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam 



 
Pasal 46 

 
(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam 
(2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul betul terjadi kemudian, tidak dengan 
sendirinya talak jatuh.Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke 
Pengadilan Agama 
(3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib  diadakan pada setiap perkawinan, akan 
tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. 

 
Pasal 47 

 
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat 
perjanjian tertulis yang disyahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta 
dalam perkawinan. 
(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta 
pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas , boleh juga isi perjanjian itu menetapkan 
kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta 
bersama atau harta syarikat. 

 
Pasal 48 

 
(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, 
maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan 
rumah tangga. 
(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketetapan  tersebut pada ayat (1) dianggap 
telah terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban menanggung biaya 
rumah tangga. 

 
Pasal 49 

 
(1) Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-
masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan 
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat pula diperjanjikan bahwa 
pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan 
dilangsungkan,  sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh  selama 
perkawinan atau sebaliknya. 

 
Pasal 50 

 
(1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihakdan pihak ketiga terhitung 
mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. 
(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan  bersama suami istri dan 
wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. 
(3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak 
ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam 
suatu surat kabar setempat. 
(4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman itu tidak dilakukan yang bersangkutan, 
pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pihak ketiga. 
(5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah 
diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. 

 
Pasal 51 

 
Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah 
atau mengajikannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. 

 
 



 
Pasal 52 

 
Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan 
mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya 
itu. 

 
BAB VIII 

KAWIN HAMIL 
 

Pasal 53 
 
(1) Seorang wanita hamil di luar nikah , dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. 
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1)  dapat dilangsungkan tanpa 
menunggu lebih dahulu kelahiran  anaknya 
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil,  tidak diperlukan perkawinan 
ulang setelah anak yang dikandung lahir 

 
Pasal 54 

 
(1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga 
tidak boleh bertindak sebagai wali nikah 
(2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih beada dalam ihram 
perkawinan tidak sah. 

 
BAB IX 

BERISTRI LEBIH DARI SATU ORANG 
 

Pasal 55 
 
(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri. 
(2) Syarat utama beristri lebih dari satu seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri 
dan anak-anaknya. 

 
Pasal 56 

 
(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. 
(2) Pengajuan permohonan izin dimaskud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana 
diatur dalam Bab VIII  Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975. 
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan 
Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Pasal 57 
 
Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang 
apabila : 
a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri 
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan 

 
Pasal 58 

 
(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan 
Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 
1974 yaitu : 
      a. adanya persetujuan istri 
      b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak 
mereka 
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan  Pemerintah no. 9 tahun 1975, 
persetujuan istri atau  



     istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan 
tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. 
(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau 
istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 
perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang kurangnya 2 tahun atau 
karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim. 
  

Pasal 59 
 
 
Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu 
orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan 
Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang 
bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat 
mengajukan banding atau kasasi 

 
 

BAB X 
PENCEGAHAN PERKAWINAN 

  
Pasal 60 

 
(1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum 
Islam dan Peraturan  Perundang-undangan 
(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan 
melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan 
 menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. 

 
Pasal 61 

 
Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena 
perbedaan agama atau ikhtilaafu ad dien 

 
Pasal 62 

 
(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan 
ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak  
yang bersangkutan. 
(2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur 
hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain. 

 
Pasal 63 

 
Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan 
dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan. 

 
Pasal 64 

 
Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun 
dan syarat perkawinan tidak dipenuhi. 

 
Pasal 65 

 
(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana 
perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah. 
(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan 
dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

 
 
 



Pasal 66 
 
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. 

 
Pasal 67 

 
Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada 
Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama. 

 
Pasal 68 

 
Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan 
perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8 , pasal 9 , 
pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang no 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan 
perkawinan. 

BAB XI 
BATALNYA PERKAWINAN 

Pasal 69 
 
Perkawinan batal apabila : 
a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah 
mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu diantaranya itu dalam iddah talak raj'i. 
b  seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya 
c. seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas 
istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul  dari  pria 
tersebut dan telah habis masa iddahnya. 
d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semeda dan sesusuan 
sampai derajat tertentu  yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 
1974 yaitu : 
    1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas 
    2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu  dengan saudara orang tua dan 
antara seorang dengan saudara neneknya 
    3. berhubungan semeda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri 
    4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan saudara sesusuan dan bibi 
atau paman sesusuan. 
e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan  dari istri atau istri-istrinya. 

 
Pasal 71 

 
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : 
a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama; 
b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud; 
c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain; 
d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974; 
e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; 
f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 

 
Pasal 72 

 
(1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila 
perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. 
(2)  Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada  
      waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau 
istri. 
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka  itu menyadari keadaannya, dan 
dalam jangka waktu 6 (enam)  bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak 
menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan  pembatalan, maka haknya gugur. 



 
Pasal 73 

 
Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : 
a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas 
b. suami atau istri 
c. pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang 
d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat 
perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam  
pasal 67. 

 
Pasal 74 

 
(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan Agama yang mewilayahi 
tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. 
(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. 

 
Pasal 75 

 
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : 
a. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad 
b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut 
c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan  beritikad baik, sebelum keputusan 
pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

 
Pasal 76 

 
Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang 
tuanya 
  
  

BAB XII 
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 77 
 
(1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 
(2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir 
batin yang satu kepada yang lainnya. 
(3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik 
mengenai pertumbuhan jasmani, rohani  maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. 
(4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya 
(5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada 
Pengadilan  Agama. 

 
Pasal 78 

 
(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 
(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan  oleh suami istri bersama. 

 
Bagian Kedua 

Kedudukan Suami Istri 
 
 
 



Pasal 79  
 
(1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga 
(2) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan  kedudukan suami dalam kehidupan 
rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 
(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

 
Bagian Ketiga 

Kewajiban Suami 
  

Pasal 80 
 
(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal 
urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. 
(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga 
sesuai dengan kemampuannya. 
(3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan  memberi kesempatan belajar 
pengetahuan yang berguna dan  bermamfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 
(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : 
      a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. 
      b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan 
          bagi istri dan anak. 
      c. biaya pendidikan bagi anak. 
(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai 
berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. 
(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada 
ayat (4) huruf a dan b. 
(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz 

 
Bagian Keempat 

Tempat Kediaman 
 

Pasal 81 
 
(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya  atau bekas istri yang 
masih dalam iddah. 
(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan 
ayau dalam iddah talak atau iddah wafat. 
(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, 
sehingga mereka merasa aman  dan tentram.Tempat kediaman juga berfungsi sebagai 
tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga, 
(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan 
dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun 
sarana penunjang  lainnya. 

 
Bagian Kelima 

Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang 
 

Pasal 82 
 
(1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya 
hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluargayang 
ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. 
(2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat 
kediaman. 

 
Bagian Keenam 
Kewajiban istri 

 
 



Pasal 83 
 
(1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-
batas yang dibenarkan  oleh hukum islam. 
(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-
baiknya. 

 
Pasal 84 

 
(1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam pasal  83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. 
(2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) 
huruf a dan b tidak  berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya, 
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali  sesudah istri tidak nusyuz. 
(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri  harus didasarkan atas bukti yang sah. 

 
 

BAB XIII 
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN 

 
Pasal 85 

 
Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkunan adanya harta milik 
masing-masing suami atau istri 

 
Pasal 86 

 
(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami  dan harta istri karena perkawinan. 
(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap 
menjadi hak suami  
     dan dikuasai penuh olehnya. 

 
Pasal 87 

 
(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masin sebagai 
hadiah atau  
     warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan 
lain dalam perjanjian  
     perkawinan. 
(2) Suami dan istri mempunya hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta 
masing-masing berupa  
     hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. 

 
Pasal 88 

 
Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama,maka penyelesaian perselisihan 
itu diajukan kepada pengadilan agama. 

 
Pasal 89 

 
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. 

 
Pasal 90 

 
Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. 

 
Pasal 91 

 
(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau 
tidak berwujud. 



(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-
surat berharga. 
(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. 
(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan 
pihak lainnya. 

 
Pasal 92 

 
Suami atau sitri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan 
harta bersama. 

 
Pasal 93 

 
(1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. 
(2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan 
kepada harta  
     bersama. 
(3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami. 
(4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan pada harta istri. 

 
Pasal 94 

 
(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memilki istri lebih dari seorang, masing-
masing terpisah dan  
     berdiri sendiri. 
(2) Kepemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari 
seorang sebagaimana  
     tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga 
atau yang keempat. 

 
Pasal 95 

 
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2), huruf c  Peraturan Pemerintah No.9 tahun 
1975 serta pasal  
     136 ayat (2),suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkansita jaminan atas 
harta bersama  
     tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang 
merugikan dan  
     membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. 
 
(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama  untuk kepentingan keluarga 
dengan izin  
     Pengadilan Agama. 

 
Pasal 96 

 
(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih 
lama. 
(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus 
ditangguhnya sampai  
     adanya kepastian  matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan  
Pengadilan Agama. 

 
Pasal 97 

 
Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 
 
  



BAB XIV 
PEMELIHARAAN ANAK 

 
Pasal 98 

 
(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak 
tersebut tidak bercacat 
      fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 
(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar 
pengadilan. 
(3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan 
kewajiban tersebut  
     apabila kedua orang tuanya tidak mampu. 

 
Pasal 99 

 
Anak yang sah adalah : 
a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah 
b. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. 

 
Pasal 100 

 
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga 
ibunya. 

Pasal 101 
 
Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan 
pengingkarannya dengan li'an. 

Pasal 102 
 
(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada 
Pengadilan Agama  
     dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan 
atau setelah suami  
     itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia 
mengajukan  
     perkaranya kepada Pengadilan Agama. 
(2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu itu tidak dapat diterima. 

 
Pasal 103 

 
(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. 
(2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan 
Agama dapat  
     mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang 
teliti berdasarkan  
     bukti-buki yang sah. 
(3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) ,  maka instansi Pencatat Kelahiran 
yang ada dalam  
     daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang 
bersangkutan. 

 
Pasal 104 

 
(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya.Apabila ayahnya telah 
meninggal dunia,  
     maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada 
ayahnya atau walinya. 



(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa 
kurang dua tahun  
     dengan persetujuan ayah dan ibunya. 

 
Pasal 105 

 
Dalam hal terjadi perceraian : 
 
a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 
b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah 
atau ibunya sebagai  
    pemegang hak pemeliharaan. 
c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

 
Pasal 106 

 
(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau 
di bawah  
     pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena 
keperluan yang  
     mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang 
tidak dapat   
     dihindarkan lagi. 
(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditumbulkan karena kesalahan dan kelalaian 
dari kewajiban  
     tersebut ayat (1) 

 
BAB XV 

PERWALIAN 
 

Pasal 107 
 
(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah 
melangsungkan  
     perkawinan. 
(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya 
(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan 
Agama dapat  
     menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan  kerabat tersebut. 
(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, 
berpikiran sehat,  
     adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum. 

 
Pasal 108 

 
Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas 
diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. 

 
Pasal 109 

 
Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan 
memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali itu pemabuk, penjudi, 
pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahkangunakan hak dan wewenangnya sebagai wali 
demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. 

 
Pasal 110 

(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan 
sebaik-baiknya dan  



     berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa 
depan orang yang  
      berada di bawah perwaliannya. 
(2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah 
perwaliannya, kecuali  
     bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau 
merupakan suatu  
     kenyataan yang tidak dapat  dihindarinya. 
(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan 
mengganti kerugian yang  
    timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya. 
(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No, 1 
tahun 1974,  
     pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap 
satu tahun sekali. 

 
Pasal 111 

 
(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila 
yang bersangkutan  
     telah mencapai umur  21 tahun atau telah kawin. 
(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan 
antara wali dan orang  
     yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya. 

 
Pasal 112 

 
Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan 
untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil maruf kalau wali itu fakir. 

 
BAB XVI 

PUTUSNYA PERKAWINAN 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 113 

 
Perkawinan dapat putus karena : 
1. kematian, 
b. perceraian dan 
c. atas putusan pengadilan 

 
Pasal 114 

 
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau 
berdasarkan gugatan perceraian. 

 
Pasal 115 

 
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan gama 
tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

 
Pasal 116 

 
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : 
a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang 
sukar  



    disembuhkan; 
b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain 
dan tanpa alasan  
    yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah 
perkawinan  
    berlangsung. 
d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang 
lain. 
e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan  akibat tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai  
    suami atau istri. 
f.  antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan 
akan hidup rukun  
    lagi dalam rumah tangga. 
g. suami melanggar taklik-talak. 
h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. 

 
Pasal 117 

 
Talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya 
perkawinan, dengan cara yang  dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. 

 
Pasal 118 

 
Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. 

 
Pasal 119 

 
(1) Talak ba'in shuqraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan 
bekas suaminya  
     meskipun dalam iddah. 
(2) Talak ba'in shugraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah : 
      a. talak yang terjadi qabla al dukhul; 
      b. talak dengan tebusan atau khuluk; 
      c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. 

 
Pasal 120 

 
Talak ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan 
tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah  
dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya. 

 
Pasal 121 

 
Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci 
dan tidak diampuri dalam waktu suci tersebut. 

 
Pasal 122 

 
Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan 
haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. 

 
Pasal 123 

 
Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan. 

 
Pasal 124 

 
Khuluk dapat berdasarkan atas alasan perceraian sesuan ketentuan pasal 116. 



 
Pasal 125 

 
Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. 

 
Pasal 126 

 
Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan 
atau sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. 

 
Pasal 127 

 
Tata cara li'an diatur sebagai berikut : 
 
a. suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut 
diikuti sumpah kelima  
    dengan kata-kata "laknat Allah ataus dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut 
dusta" 
b. istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata " 
tuduhan dan atau  
    pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas 
dirinya bila tuduhan  
    dan atau pengingkaran tersebut benar" 
c. tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan 
d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap terjadi li'an 

 
Pasal 128 

 
Li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama 

Bagian Kedua 
Tata Cara Perceraian 

 
Pasal 129 

 
Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan 
maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan 
alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. 

 
Pasal 130 

 
Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan 
tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. 

 
Pasal 131 

 
(1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam 
waktu selambat- 
     lambatnya tiga  puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang 
segala sesuatu yang  
     berhubungan dengan maksud  menjatuhkan talak 
(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup 
alasan untuk  
     menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, 
Pengadilan Agama  
     menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. 
(3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami  mengikrarkan talaknya di depan 
sidang Pengadilan  
     Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. 



(4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam)  bulan terhitung sejak putusan 
Pengadilan Agama  
     tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak  suami untuk 
mengikrarkan talak  
     gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. 
 
(5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya 
talak rangkap  
     empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat 
ikrar talak  
     dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan 
pencatatan, helai  
     kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh 
Pengadilan Agama. 

 
Pasal 132 

 
(1)  Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah 
hukumnya mewilayahi  
      tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. 
(2)  Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan  sikap tidak mau lagi 
kembali ke rumah  
      kediaman bersama. 

Pasal 134 
 
Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah 
cukup jelas bagu Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan 
setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. 

 
Pasal 135 

 
Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan 
perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang 
memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap. 

 
Pasal 136 

 
(1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atau permohonan penggugat atau tergugat 
berdasarkan pertimbangan  
     bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri 
tersebut untuk tidak tinggal  
     dalam satu rumah. 
(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atau permohonan penggugat atau tergugat, 
Pengadilan Agama dapat : 
    
      a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. 
      b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi 
hak bersama suami  
          istri atau barang-barang yang  menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri. 

 
Pasal 137 

 
Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum adanya putusan 
Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu. 

 
Pasal 138 



 
(1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik 
penggugat maupun  
     tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. 
(2) Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dalam  ayat (1) dilakukan oleh petugas 
yang ditunjuk oleh  
     Ketua Pengadilan  Agama. 
(3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan.Apabila yang bersangkutan tidak dapat 
dijumpai,  
     panggilan disampaikan  melalui lurah atau yang sederajat. 
(4) Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah 
diterima oleh  
     penggugat maupun tergugat  atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum 
sidang dibuka. 
(5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan. 

 
Pasal 139 

 
(1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman 
yang tetap, panggilan  
    dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama 
dan  
    mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan 
oleh Pengadilan  
    Agama. 
(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) 
dilakukan sebanyak  
     2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua 
(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 
persidangan ditetapkan  
     sekurang-kurangnya  3 (tiga) bulan, 
(4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya 
tetap tidak hadir,  
     gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak dan 
tidak beralasan. 

 
Pasal 140 

 
Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan 
disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. 

 
Pasal 141 

 
(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
setelah diterimanya  
     berkas atau surat gugatan perceraian 
(2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu 
pemanggilan dan diterimanya  
     panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. 
(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang 
pemeriksaan gugatan  
     perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak 
dimasukkannya gugatan perceraian pada  
     Kepaniteraan Pengadilan Agama. 

 
Pasal 142 

 
(1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian suami istri datang  sendiri atau mewakilkan kepada 
kuasanya. 



(2) Dalam hal suami istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan 
yang bersangkutan  
     untuk hadir  sendiri. 

 
Pasal 143 

 
(1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. 
(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang 
pemeriksaan 

 
Pasal 144 

 
Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan 
atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian  dan telah diketahui penggugat pada waktu 
dicapainya perdamaian. 

 
Pasal 145 

 
Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang 
tertutup. 

 
Pasal 146 

 
(1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka 
(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat akibatnya terhitung  sejak jatuhnya putusan 
Pengadilan Agama  
     yang telah mempunyai  kekuatan hukum tetap. 

 
Pasal 147 

 
(1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan 
salinan surat  
     keputusan itu kepada suami-istri  atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-
masing yang  
     bersangkutan. 
(2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan 
Agama yang telah  
     mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang 
mewilayahi tempat  
     tinggal istri untuk diadakan pencatatan. 
(3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan Surat Keterangan kepada masing-masing suami-istri 
atau kuasanya bahwa  
     putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan  merupakan bukti 
perceraian bagi suami  
     dan bekas istri. 
(4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang  tersedia pada Kutipan Akta 
Nikah yang  
     bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, 
tanggal 
     perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan  panitera 
(5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri berbeda dengan Pegawai 
Pencatat Nikah  
     tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama 
sebagaimana  
     dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat 
perkawinan  
     dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negri salinan itu disampaikan 
kepada Pegawai  
     Pencatat Nikah di Jakarta. 



(6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera 
yang bersangkutan,  
     apabila yang  demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya. 

 
Pasal 148 

 
(1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan 
permohonannya kepada  
     Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya. 
(2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri atau suaminya untuk didengar 
keterangannya  
     masing-masing. 
(3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, 
dan memberikan  
     nasihat-nasihatnya. 
(4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl/tebusan, maka Pengadilan Agama 
memberikan  
     penetapan tentang izin bagi  suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang 
Pengadilan Agama.Terhadap  
     penerapan itu tidak dalam dilakukan upaya banding dan kasasi. 
(5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam  pasal 131 ayat (5) 
(6) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, Pengadilan Agama 
memeriksa dan  
     memutus sebagai  perkara biasa 

 
BAB XVII 

 
AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN 

 
Bagian Kesatu 
Akibat Talak 

 
Pasal 149 

 
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 
 
a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas 
istri tersebut  
    qabla al dukhul. 
b. memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah 
dijatuhi talak ba'in atau  
    nusyuz dan dalam  keadaan tidak hamil. 
c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul. 
d. memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. 

 
Pasal 150 

 
Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah. 

 
Pasal 151 

 
Bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak 
menikah dengan pria lain. 

Pasal 152 
 
Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz 



Bagian Kedua 
Waktu Tunggu 

 
Pasal 153 

(1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah dari bekas 
suaminya, kecuali qabla al  
     dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. 
(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut : 
      a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 
130 (seratus tiga   
          puluh) hari. 
      b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 
(tiga) kali suci  
          dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 
(sembilan puluh)  
          hari. 
      c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, 
waktu tunggu  
          ditetapkan sampai melahirkan. 
      d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, 
waktu tunggu  
          ditetapkan sampai melahirkan. 
(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda 
tersebut dengan bekas  
     suaminya qabla al dukhul 
(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya 
putusan Pengadilan  
     Agama yang mempunyai  kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena 
kematian,  
     tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. 
(5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu  menjalani iddah tidak haid kerna 
menyusui, maka  
     iddahnya tiga kali  waktu suci. 
(6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui maka  iddahnya selama satu tahun, 
akan tetapi bila dalam  
     waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci. 

 
Pasal 154 

 
Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) 
huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah 
menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya. 

 
Pasal 155 

 
Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah 
talak. 

 
Bagian Ketiga 

Akibat Perceraian 
 

Pasal 156 
 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : 
 
a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah 
meninggal dunia,  
    maka kedudukannya digantikan  oleh : 
    1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 



    2. ayah; 
    3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 
    4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 
    5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 
    6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah 
 
b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; 
 
c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan  jasmani dan rohani 
anak, meskipun biaya   
    nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan 
Pengadilan Agama dapat 
    memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak  hadhanah pula. 
 
d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, 
sekurang-kurangnya  
    sampai anak tersebut dewasa dan  dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); 
 
e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama 
memberikan putusannya  
    berdasarkan huruf (a), (b), (c) , dan (d). 
 
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk 
pemeliharaan dan  
   pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. 

 
Pasal 157 

 
Harta yang dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97. 

 
Bagian Keempat 

Mut'ah 
 

Pasal 158 
 
Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat 
a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul 
b. perceraian itu atas kehendak suami. 

 
Pasal 159 

 
Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami yanpa syarat tersebut pada pasal 158 

 
Pasal 160 

 
Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. 

 
Bagian Kelima 
Akibat Khuluk 

 
  

Pasal 161 
 
Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk. 

 
Bagian Keenam 

Akibat Li'an 
 

Pasal 162 



 
Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung 
dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. 
  

 
BAB XVIII 

RUJUK 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 163 

 
(1) Seorang suami dapat merujuk istrinya  yang dalam masa iddah. 
(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal : 
      a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali, atau talak yang 
dijatuhkan qabla al  
          dukhul. 
      b. putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain 
zina dan khuluk. 

 
Pasal 164 

 
Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas 
suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi. 

 
Pasal 165 

 
Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan 
Pengadilan Agama. 

 
Pasal 166 

 
Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebu hilang 
atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi 
yang mengeluarkannya semula. 

 
Bagian Kedua 

Tata Cara Rujuk 
 

Pasal 167 
 
(1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah 
atau Pembantu  
     Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa 
penetapan tentang terjadinya  
     talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. 
(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu 
Pegawai Pencatat  
     Nikah. 
(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki 
apakah suami yang  
     akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang 
akan dilakukan itu  
     masih dalam iddah talak raj'i, apakah  perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya. 
(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-
saksi    
     menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk. 
(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-
hukum dan kewajiban  



     mereka yang berhubungan dengan rujuk. 
 

Pasal 168 
 
(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat 
rangkap 2 (dua), diisi  
     dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim 
kepada Pegawai  
     Pencatat Nikah yang mewilayahinua, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat 
dalam Buku 
     Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan. 
(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan 
selambat-lambatnya  
     15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan. 
(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 
membuatkan  
     salinannya dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya. 

 
Pasal 169 

 
(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya 
kepada  
     Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami 
dan istri masing-masing  
     diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Mentri Agama. 
(2) Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke 
Pengadilan Agama  
     di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta 
Nikah masing-masing yang  
     bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia 
pada Kutipan Akta  
     Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk. 
(3) Catatan yang dimaksud ayat (2), berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor 
dan tanggal Kutipan  
     Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera. 

 
BAB XIX 

MASA BERKABUNG 
 

Pasal 170 
 
(1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah 
sebagai tanda  
     turut berduka cita dan sekaligus menjaga  timbulnya fitnah. 
(2) Suami yang ditinggal mati istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. 

  

HUKUM KEWARISAN 

  
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
  
  

Pasal 171 
  
  

Yang dimaksud dengan: 



  
a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta 
peninggalan (tirkah) pewaris 
    menetukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-
masing. 
b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan 
putusan Pengadilan 
    beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. 
c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau 
hubungan perkawinan 
    dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 
d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang 
menjadi miliknya 
    maupun hak-haknya. 
e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai 
meninggalnya,  
    biaya pengurusan jenazah (tazhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. 
f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan 
berlaku setelah 
   pewaris meninggal dunia. 
g. Hibah adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan 
berlaku setelah pewaris 
    meninggal dunia. 
h. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya 
pendidikan dan sebagainya 
    beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan 
Pengadilan. 
i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan. 
  

BAB II 
AHLI WARIS 

 
Pasal 172 

  
Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau 
amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, 
beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. 
  

Pasal 173 
  

Seirang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap, dihukum karena : 
  
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. 
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan 
kejahatan yang diancam 
    dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat 
  

Pasal 174 
  

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : 
      
     a. Menurut hubungan darah ; 
         - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek 
         - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek 
     b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. 
  
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda 
atau duda. 
  



Pasal 175 
  

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah : 
      
     a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. 
     b. menyelesaikan baik hutang-hutang, berupa pengobayan, perawatan termasuk kewajiban 
pewaris maupun menagih 
         piutang. 
     c. menyelesaikan wasiat pewaris. 
     d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. 
  
(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah 
atau nilai harta 
     peninggalannya. 
  

BAB III 
BESARNYA BAHAGIAN 

  
Pasal 176 

  
Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka 
bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan 
anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbandung satu dengan anak perempuan. 
  

Pasal 177 
  

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah 
mendapat seperenam bagian. 
  

Pasal 178 
  

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.Bila tidak ada anak 
atau dua orang 
     saudara atau lebih, maka ia mendapat seperenam bagian. 
  
(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-
sama dengan ayah. 
  

Pasal 179 
  

Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris 
meninggalkan anak, maka dua mendapat seperempat bagian. 
  

Pasal 180 
  

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris 
meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian. 
  

Pasal 181 
  

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan 
seibu masing-masing mendapat seperenam bagian.Bila mereka itu dua orang atau lebih maka 
mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. 
  

Pasal 182 
  

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara 
perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian.Bila saudara perempuan 
tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, 
maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut 



bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah 
dua berbanding satu dengan saudara perempuan. 
  

Pasal 183 
  

Para ahli waris dapat bersepakat melakkan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah 
masing-masing menyadari bagiannya. 
  

Pasal 184 
  

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka 
baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atau usul anggota keluarga. 
  

Pasal 185 
  

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan 
oleh anaknya,  
     kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. 
  
(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan 
yang diganti. 
  

Pasal 186 
  

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan 
keluarga dari pihak ibunya. 
  

Pasal 187 
  

(1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau 
oleh pada ahli waris 
     dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas : 
      
     a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak maupun tidak 
bergerak yang  
         kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan 
uang. 
     b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) 
sub a, b, dan c. 
  
(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan 
kepada ahli waris 
     yang berhak. 
  

Pasal 188 
  

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada 
ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan.Bila da di antara ahli waris yang tidak 
menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan 
Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. 
  

Pasal 189 
  

(1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, 
supaya dipertahankan 
     kesatuannya sebagaimana semula, dan dimamfaatkan untuk kepentingan bersama pada ahli 
waris yang  
     bersangkutan. 
  



(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris 
yang  
     bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau 
lebih ahli waris  
     dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya 
masing-masing. 
  

Pasal 190 
  

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas 
gonogini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah 
menjadi hak para ahli warisnya. 
  

Pasal 191 
  

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau 
tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agaa diserahkan penguasaannya kepada 
Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. 
  

BAB IV 
AUL DAN RAD 

  
Pasal 192 

  
Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa 
angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan 
angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan secara aul menurut angka pembilang. 
  

Pasal 193 
  

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka 
pembilang lebih kecil daripada angka penyebut sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka 
pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli 
waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka. 
  

BAB V 
WASIAT 

 
Pasal 194 

  
(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya 
paksaan dapat  
     mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain ata lembaga. 
  
(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. 
  
(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat 
dilaksanakan sesudah  
     pewasiat meninggal dunia 
  

Pasal 195 
  

(1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang 
saksi, atau di hadapan 
     notaris. 
  
(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila 
semua ahli waris  
     menyetujuinya. 
  



(3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. 
  
(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang 
saksi atau tertulis 
     di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. 
  

Pasal 196 
  

dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa 
atau siapa-siapa atau lembaga  apa yang akan ditunjuk akan menerima harta benda yang 
diwasiatkan. 
  

Pasal 197 
  

(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah 
mempunyai kekuatan 
     hukum tetap tetap dihukum karena : 
      
     a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada 
pewasiat. 
     b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan 
kejahatan yang diancam 
         dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 
     c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau 
mencabut atau  
         merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat. 
     d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat. 
  
(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu : 
      
     a. tidak mengetahui adanya wasiat itu sampai ia meninggal duia sebelum meninggalnya pewasiat. 
     b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya. 
     c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai 
ia meninggal 
         sebelum meninggalnya pewasiat. 
  
(3) Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemamfataan suatu benda harus diberikan 
jangka waktu  
     tertentu. 
  

Pasal 199 
  

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan 
persetujuannya atau sudah 
     menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali. 
  
(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau 
tertulis dengan 
     disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara 
lisan. 
  
(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan 
disaksikan oleh dua orang 
     saksi atau berdasarkan akte notaris. 
  
(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris. 
  

Pasal 200 
  



Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bola kera suatu sebab yang sah mengalami 
penyusutan atau kerusakan sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan 
menerika harta yang tersisa. 
  

Pasal 201 
  

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak 
menyetujuinya, maka wasiat hanya akan dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan. 
  

Pasal 202 
  

Apabila wasiat diajukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, 
maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.  
  

Pasal 203 
  

(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat notaris yang 
membuatnya atau di  
     tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya. 
  
(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199 maka surat wasiat yang telah 
dicabut itu diserahkan 
     kembali kepada pewasiat. 
  

Pasal 204 
  

(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, 
dibuka olehnya di  
     hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan 
surat wasiat itu. 
  
(2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan kepada Notaris maka penyimpan harus 
menyerahkan kepada 
     Notaris setelmpat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Koantor 
Urusan Agama 
     tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini. 
  
(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan 
Agama 
     diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya. 
  

Pasal 205 
  

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan 
berada dalam  
daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan 
membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang 
saksi. 
  

Pasal 206 
  

Mereka yang sedang berada dalam perjalanan melalui laut boleh membuat surat wasiat di hadapan 
nahoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang 
menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi. 
  

Pasal 207 
  

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang nelakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan 
kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, 
keculi ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. 



  
Pasal 208 

  
Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut. 
  

Pasal 209 
  

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut 
diatas, sedngkan  
     terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 
1.3 dari warisan 
     anak angkatnya. 
  
(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 
dari harta warisan 
     orang tua angkatnya. 
  

BAB VI 
H I B A H 

  
Pasal 210 

  
(1) orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan 
dapat menghibahkan 
     sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua 
orang saksu untuk 
     dimiliki. 
  
(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. 
  

Pasal 211 
  

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. 
  

Pasal 212 
  

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. 
  

Pasal 213 
  

Hibah yang diberikan pada saatu penerima hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan 
kematiannya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. 
  

Pasal 214 
  

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan 
Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan 
ketentuan pasal-pasal ini 
  

HUKUM PERWAKAFAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 215 
  

Yang dimaksud dengan: 



 
(1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang 
memisahkan sebagian 
    dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau 
kepentingan umum 
    lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 
  
(2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. 
  
(3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. 
  
(4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya 
tahan yang tidak 
     hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. 
  
(5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan 
pengurusan benda wakaf. 
  
(6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas 
pemerintah yang 
     diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari Wakif dan 
menyerahkannya 
     kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan. 
  
(7) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan 
oleh mentri Agama. 
  

  
BAB II 

FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF 
  

Bagian Kesatu 
Fungsi Wakaf 

  
Pasal 216 

  
Fungsi wakaf adalah mengekalkan mamfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf 
  

Bagian Kedua 
Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf 

  
Pasal 217 

  
(1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat 
akalnya serta yang oleh  
     hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat 
mewakafkan benda miliknya 
     dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
  
(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah 
pengurusnya yang sah  
     menurut hukum. 
  
(3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik 
yang bebas segala 
     pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. 
  



Pasal 218 
  

(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir 
di hadapan 
     Pejabat Pembuat Akta Wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6) yang kemudian 
menuangkannya 
     dalam bentuk Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi 
  
(2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat 
dilaksanakan setelah 
     terlebih dahulu mendapat persetujuan Mentri Agama. 
  

Pasal 219 
  

(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus 
memenuhi syarat-syarat 
     sebagai berikut: 
      
     a. warga negara Indonesia; 
     b. beragama Islam; 
     c. sudah dewasa; 
     d. sehat jasmani dan rohani; 
     e. tidak berada di bawah pengampuan 
     f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan. 
  
(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
      
     a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia 
     b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan. 
  
(3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2), harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 
setempat setelah 
     mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. 
  
(4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor 
Urusan Agama 
     Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai 
berikut: 
  
     " Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak 
langsung dengan 
     nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada 
siapa pun juga" 
  
     " Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini 
tiada sekali-kali 
     akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian" 
  
     " Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab 
yang dibebankan 
     kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan 
tujuannya". 
  
(5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan seperti dimasud pasal 215 ayat (5) 
sekurang- 
     kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala 
Kantor Urusan Agama 
     Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. 



  
Bagian Ketiga 

Kewajiban dan Hak-Hak Nadzir 
  

Pasal 220 
  

(1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, 
dan pelaksanaan 
     perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Mentri 
Agama. 
  
(2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung 
jawabnya sebagaimana 
     dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan 
tembusan kepada 
     Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. 
  
(3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 
Peraturan Mentri Agama. 
  

Pasal 221 
  

(1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena : 
  
     a. meninggal dunia; 
     b. atas permohonan sendiri; 
     c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir; 
     d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana. 
  
(2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alaan sebagaimana tersebut dalam 
ayat (1), maka 
     penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama 
Kecamatan dan 
     Camat setempat. 
  
(3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan 
sendirinya 
     digantikan oleh salah seorang ahli warisnya. 
  

Pasal 222 
  

Nadzir berhal mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan jumlahnya ditentukan 
berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan 
setempat. 
  
  

BAB III 
TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF 

  
Bagian Kesatu 

Tata Cara Perwakafan 
  
  

Pasal 223 
  

(1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta 
Ikrar Wakaf untuk 



     melaksanakan Ikrar Wakaf. 
  
(2) Isi dan Bentuk Ikrar Wkaf ditetapkan oleh Mentri Agama. 
  
(3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan 
disaksikan oleh 
     sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. 
  
(4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimasud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan 
menyerahkan kepada 
     Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berkut : 
  
     a. tanda bukti kepemilikan harta benda; 
     b. bila benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan 
dari Kepala Desa 
         yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak 
dimaksud. 
     c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang 
bersangkutan 
  

Bagian Kedua 
Pendaftaran Benda Wakaf 

  
Pasal 224 

  
Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4), 
maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan 
mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan 
guna menjaga keutuhan dan kelestariannya. 
  
  

BAB IV 
PERUBAHAN, PENYELESAIAN, DAN PEGAWASAN BENDA WAKAF 

  
Bagian Kesatu 

Perubahan Benda Wakaf 
  

Pasal 225 
  

(1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perunahan atau 
penggunaan lain  
     daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf. 
  
(2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal 
tertentu setelah 
     terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
berdasarkan 
     saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan : 
      
     a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh Wakif. 
     b. karena kepentingan umum. 
  

Bagian Kedua 
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf 

  
Pasal 226 

  



Penyelesaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadizr dilakukan secara bersama-
sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan 
Agama yang mewilayahinya. 
  

BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 

  
Pasal 228 

  
Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, 
harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk 
disesuaikan denagn ketentuan-ketentuan ini. 
  

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

  
Pasal 229 

  
Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkawa yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan 
dengan sunggug-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakatm sehingga putusannya 
sesuai dengan rasa keadilan. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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SALINAN

PENETAPAN

Nomor  XXXX/Pdt.P/2013/PA JS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa perkara 

permohonan pengakuan anak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan 

penetapan sebagai berikut:

1. PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan 

Swasta, tempat kediaman di 

-------------------------------------------------------------------, selanjutnya 

disebut Pemohon I;

2.PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Business 

Development Manager, tempat kediaman di 

-------------------------------------------------------------------, Jakarta 

Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga Para Pemohon, telah 

memberi kuasa kepada M. Iqbal Hadromi, SH., Gita Petrimalia,SH., 

Rengganis,SH.MH., dan Deshaputra Intan Perdana,SH., Advokat dan 

Penasehat hukum pada kantor hukum Hadromi & Partners beralamat di, 

-------------------------------------------------------------------Jakarta Selatan12920, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2013 yang terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register nomor 

670/Pdt.G/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, dalam hal ini Para 

Pemohon mengambil domisili di tempat kuasanya;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hal. 1 dari 13  hal. Pen No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Setelah mendengar Para Pemohon dan memeriksa alat bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa  Pemohon dalam surat  permohonannya 

tertanggal  13 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Jakarta Selatan, Nomor XXXX/Pdt.P/2013/PA JS., telah 

mengajukan permohonan pengakuan anak dengan alasan sebagai 

berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah 

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Maret 

2013 (“Pernikahan”) dan telah dicatat pernikahannya di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kebayoran Lama sebagaimana berdasarkan Kutipan 

Akta Nikah masing-masing tertanggal 1 April 2013 (Bukti P-1 dan P-2); 

2. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2013, yakni sebelum Pernikahan tersebut 

diatas, Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan hasil 

hubungannya dengan Pemohon I yang diberi nama ANAK DARI 

PEMOHON I DAN PEMOHON II (“Anak”). Bahwa Anak dimaksud 

dilahirkan di Rumah Sakit Brawijaya Women and Children Hospital, 

beralamat di -------------------------------------------------------------------, Jakarta 

Selatan pada hari Sabtu, 2 Maret 2013 Pukul 05.03 Sore atau Pukul 17.03 

WIB sebagaimana terbukti dengan Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit 

tertanggal 4 Maret 2013 (Bukti P-3); 

3. Bahwa atas kelahiran anak tersebut, Para Pemohon telah mengurus dan 

memperoleh Kutipan Akta Kelahiran No. 171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 

19 Juli 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI 

Jakarta, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa anak tersebut 

adalah anak hanya dari seorang ibu yaitu Pemohon II (Bukti P-4);   

4. Bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), “Anak yang dilahirkan di luar 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya.”

Namun demikian, terdapat Putusan Mahakamah Konstitusi Republik 

Indonesia No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 (“Putusan MK 

No. 46”), yang menyebabkan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan ini harus 

dibaca sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai 

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan 

darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Hanya saja Putusan MK No. 46 dimaksud sampai dengan saat ini belum 

memiliki sebuah peraturan pelaksana, sehingga menyebabkan masih 

terdapatnya kekosongan hukum seperti dalam hal ketentuan administratif 

dalam pembuatan Akta Kelahiran atau surat keterangan waris bagi Anak 

Luar Kawin tersebut. Oleh karenanya, mengenai pengakuan seorang anak 

luar kawin masih harus tetap melalui pengajuan permohonan pengakuan 

anak melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan kewenangan Pengadilan 

Agama yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, yang pada 

dasarnya menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam, salah satunya di bidang Perkawinan termasuk 

penetapan pengakuan anak luar kawin”

5. Bahwa selain itu, pengakuan anak luar kawin juga diatur dalam Pasal 280 

KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, 

timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.”

Hal. 3 dari 13  hal. Pen No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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6. Bahwa PARA POMOHON pada dasarnya menyatakan mengakui bahwa 

ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah benar anak kandung 

atau anak biologis dari PARA PEMOHON dan berjanji akan melaksanakan 

kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara, merawat, memberikan 

kasih sayang dan membesarkan serta memenuhi hak-hak Anak lahir dan 

batin berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

7. Bahwa hal tersebut diatas pada dasarnya sesuai dengan Pasal 3 Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprtisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.” 

8. Bahwa selanjutnya Para Pemohon ingin memperoleh kepastian hukum 

terhadap anak kandung tersebut diatas sebagai anak dari Para Pemohon 

dan karenanya memiliki hubungan keperdataan dengan Para Pemohon 

sebagai orang tua kandung atau biologis dari Anak;

9. Bahwa kepastian hukum terhadap Anak dimaksud juga diperlukan guna 

pelaporan mengenai anak kandung atau biologis di Jepang; 

10. Bahwa berkaitan dengan perkara ini, terdapat Putusan Pengadilan Agama 

Sleman No. 408/Pdt.G/2006/PA.Smn., yang pada intinya mengabulkan 

permohonan pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan, dengan 

pertimbangan dalam rangka perlindungan dan kemaslahatan anak;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Pemohon 

memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan 

memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan anak perempuan bernama ANAK DARI PEMOHON I DAN 

PEMOHON II adalah anak dari Pemohon I  (PEMOHON I) dan Pemohon II 
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(PEMOHON II) karenanya memiliki hubungan keperdataan dengan 

PemohoN I  (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Provinsi DKI Jakarta agar penetapan ini dicatat di Kutipan Akta Kelahiran 

No. 171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 19 Juli 2013 sebagaimana mestinya; 

dan

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, 

Para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya datang menghadap di 

persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil  permohonannya,  

Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan  Akta Nikah atas nama Pemohon I dari Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan Nomor 536/37/

IV/2013 Tanggal 01 April 2013 bermaterai cukup dan sesuai dengan 

aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dari Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan Nomor 536/37/

IV/2013 Tanggal 01 April 2013 bermaterai cukup dan sesuai dengan 

aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Brawijaya Women and 

Children Hospital No. SKL : 143/SKL/MR/BWCH/III/2013 tanggal 4 Maret 

2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK DARI PEMOHON I 

DAN PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Nomor 171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 19 Juli 

2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Print out Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-

VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, bermaterai cukup (Bukti P.5);

Hal. 5 dari 13  hal. Pen No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS
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Menimbang, bahwa, Para Pemohon menyatakan sudah cukup dan 

tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya  untuk mempersingkat  uraian 

putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita 

acara  persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  permohonan  Pemohon 

adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Para Pemohon ialah 

memohon agar seorang anak perempuan bernama ANAK DARI 

PEMOHON I DAN PEMOHON II lahir tanggal 02 Maret 2013 adalah lahir 

pada saat dan dari hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebelum 

keduanya melakukan pernikahan, dan memohon agar anak tersebut 

ditetapkan sebagai anak dari hasil hubungan Pemohon I dan Pemohon II 

serta memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon 

mengajukan alat bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4,P.5;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1,P.2,P.3 dan P.4 merupakan bukti 

otentik sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sehingga dapat 

dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri sepanjang relevan dengan perkara 

ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, walaupun hanya merupakan print 

out, namun putusan tersebut sudah menjadi pengetahuan umum dan 

sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat pula dijadikan bukti 

sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan 

bukti-bukti,  diperoleh fakta bahwa:

1. Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan yang sah sejak 

tanggal 31 Maret 2013 (P.1 dan P.2);
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2. Pada tanggal 02 Maret 2013 telah lahir seorang anak perempuan 

bernama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II dari hasil 

hubungan diluar nikah Pemohon I dengan Pemohon II (P.3 dan 

P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti 

bahwa anak yang bernama ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II 

yang lahir pada tanggal 02 Maret 2013 adalah anak kandung Pemohon II 

dari hasil hubungan biologis dengan Pemohon I karena anak tersebut lahir 

sebelum keduanya menikah;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010; pada pokoknya merubah bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan 

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 

dan keluarga ibunya” dirubah sehingga anak tersebut juga memiliki 

hubungan perdata dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut sampai saat ini belum ada 

peraturan pelaksanaannya sehingga terdapat kekosongan hukum, namun 

demikian bukan berarti perkara yang diajukan tidak dapat diterima dengan 

alasan tidak ada hukumnya, karena dalam upaya menyelesaikan masalah 

yang diajukan, hakim harus menggali hukum termasuk perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam lembaga perkawinan 

merupakan lembaga yang sakral karena tidak semata-mata untuk 

memenuhi kebutuhan biologis dan memperoleh keturunan, tetapi lebih 

merupakan ibadah, sehingga banyak ayat ataupun hadits yang merupakan 

perintah atau anjuran untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan lembaga 

yang sakral, maka kedudukan anak yang lahir dari atau akibat perkawinan 

yang dengan yang lahir diluar perkawinan jelas memilik perbedaan, seperti 

dalam hak waris, hak wali nikah bagi anak perempuan;       

Hal. 7 dari 13  hal. Pen No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa  namun demikian sangat tidak adil apabila 

seorang anak karena kesalahan ibu dan bapak biologisnya harus 

menanggung beban dengan kehilangan hak-haknya sebagai seorang 

anak, oleh karena itulah maka Mahkamah Konstitusi membuat putusan 

yang merubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

sehingga ditambah “memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, 

Tentang Hak Azasi Manusia menyatakan : “Setiap anak berhak atas 

perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara” maupun 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta 

peraturan-peraturan lainnya, semuanya mempunyai tujuan untuk 

melindungi anak, kepentingan dan kesejahteraan anak, tidak terkecuali 

anak luar kawin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa 

perkawinan sebagai lembaga yang sakral, sehingga status dan hak anak 

yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dengan anak luar 

kawin akan memiliki perbedaan, maka putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut masih memerlukan penjelasan berupa perundang-undangan yang 

mengatur sejauh mana hubungan keperdataan anak dengan bapak 

biologisnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam maupun ketentuan Pasal 

43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disatu sisi “Anak yang 

dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya”, sedangkan disisi lain anak tersebut harus 

terpenuhi juga segala kepentingan dan kesejahteraannya sebagai seorang 

anak;

Menimbang, bahwa hukum Islam banyak mengatur kehidupan 

sosial, bagaimana hubungan antar sesama manusia dan lingkungannya, 

baik dalam keluarga, lingkungan dekat, negara maupun dunia, agar 
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berjalan dengan harmonis. Seorang manusia sebagai makhluk sosial 

(zoon politicon), tidak bisa terlepas dari manusia ataupun lingkungan 

sekitarnya, tidak bisa berdiri sendiri, sehingga saling membutuhkan satu 

sama lainnya. Sebagai contoh, adanya kewajiban mengeluarkan zakat 

bagi yang kaya, anjuran melakukan infaq shadaqah, berkasih sayang 

terhadap anak yatim dan sebagainya;   

Menimbang, bahwa atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi 

mengenai anak luar kawin tidak menyebabkan bolehnya hukum Islam 

dilanggar atau diabaikan, oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia telah 

mengeluarkan fatwa tanggal 18 Rabi’ul Akhir1433 H bertepatan dengan 

tanggal 10 M a r e t 2012 M Nomor:  11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan 

Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya, diktum fatwa tersebut:

Pertama:   Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari 

hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan 

agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).

2. Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan 

kadarnya telah ditetapkan oleh nash

3. Ta’zir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan 

kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang 

menetapkan hukuman).

4. Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang 

mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina 

untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina 

sepeninggalnya.

Kedua:   Ketentuan Hukum

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah,  waris, 

dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

Hal. 9 dari 13  hal. Pen No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS
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2. Anak hasil zina  hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan 

nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh 

orang yang mengakibatkan kelahirannya

4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk 

kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl).

5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir lelaki pezina yang 

mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:

a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;

b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, 

bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan 

lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Ketiga:    Rekomendasi

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan 

perundang-undangan yang mengatur:

a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi 

sebagai zawajir dan mawani’ (membuat pelaku menjadi jera dan 

orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);

b. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena 

zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.

2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan 

penegakan hukum yang keras dan tegas.

3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya 

penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki 

yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte 

kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada 

lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
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5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi 

anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang 

lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk 

melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, 

bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Keempat:    Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di 

ke  mudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. 

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat 

mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan 

fatwa ini.

Menimbang, bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut diambil 

sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga atas permohonan Para 

Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan:

1. Pemohon II sebagai ibu kandung, mempunyai hubungan 

keperdataan timbal balik yang sempurna dengan ANAK DARI 

PEMOHON I DAN PEMOHON II sebagai anak kandung;

2. Pemohon I sebagai bapak biologis, mempunyai hubungan 

keperdataan yang terbatas dengan ANAK DARI PEMOHON I DAN 

PEMOHON II sebagai anak biologis;

3. Hubungan keperdataan terbatas dimaksud ialah Pemohon I 

dibebani kewajiban untuk:

a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa 

atau berdiri sendiri;

b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat 

wajibah maksimal 1/3 dari harta peninggalan; 

Menimbang, bahwa petitum angka 3 memohon agar 

memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Provinsi DKI Jakarta agar penetapan ini dicatat di Kutipan Akta Kelahiran 

Hal. 11 dari 13  hal. Pen No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS
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ANAK DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II, Majelis Hakim berpendapat 

bahwa yang dimaksud adalah memerintahkan kepada Para Pemohon 

untuk menyampaikan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan maksud untuk dicatat dalam 

register yang tersedia untuk itu; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami bahwa maksud dan 

tujuan permohonan ini adalah dalam upaya melindungi hak-hak anak yang 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim akan 

menjawab permohonan dalam amar, sesuai dengan maksud dan tujuan 

tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  di 

atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan permohonan sepihak 

dan termasuk juga dibidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) 

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah 

dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir 

ditambah dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini 

dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

serta  dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan anak yang bernama  ANAK DARI PEMOHON I DAN 

PEMOHON II  yang lahir pada tanggal 02 Maret 2013 adalah 

sebagai anak dari hasil hubungan diluar nikah Pemohon I dengan 

Pemohon II;

Disclaimer
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3. Menetapkan anak tersebut (ANAK DARI PEMOHON I DAN 

PEMOHON II) memiliki hubungan keperdataan yang sempurna 

dengan Pemohon II;

4. Menetapkan anak tersebut (ANAK DARI PEMOHON I DAN 

PEMOHON II) memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I 

sebatas kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut 

sampai dewasa atau berdiri sendiri dan washiat wajibah maksimal 

1/3 bagian; 

5. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan 

penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam register yang tersedia 

untuk itu;

6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya 

perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 216.000,00 (dua 

ratus enam belas ribu  rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh 

Hakim Pengadilan Agama di Jakarta Selatan yang terdiri dari  Dra. Hj. 

Athiroh Muchtar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan  Drs. H. Achmad 

Busyro, M.H. serta  Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H. sebagai hakim-hakim 

Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh  Nur'aini, S.H. sebagai 

panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para  

Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 13 dari 13  hal. Pen No. 0156/Pdt.P/2013/PA JS
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 Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd ttd

 Drs. H. Achmad Busyro, M.H.  Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

 Nuraini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran:Rp.   30.000,00

2. Biaya Administrasi:Rp.   75.000,00

3. Biaya Panggilan   :Rp.  100.000,00

4. Redaksi             :Rp.      5.000,00

5. Materai             :Rp.      6.000,00

Jumlah                      :Rp.  216.000,00 (dua ratus enam belas ribu  rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh,

Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Dra. Aida Yahya
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P E N E T A P A N 

Nomor  0037/Pdt.P/2015/PA.Wt. 

  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan 

penetapan perkara asal-usul anak yang diajukan oleh:   

Mukhid bin Ahmad Ngisa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, 

pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Kadigunung  RT. 

30 RW. 08 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap Kabupaten 

Kulon Progo Propinsi D.I. Yogyakarta, sebagai Pemohon;  

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;   

 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 

23 Juni 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates 

dalam register perkara Nomor 0037/Pdt.P/2015/PA.Wt. telah mengemukakan 

hal-hal sebagai berikut:  

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 Pemohon telah melangsungkan 

pernikahan menurut agama Islam (pernikahan siri) dengan seorang wanita 

bernama Sri Sudarmi Hatmayanti di daerah Kecamatan Kokap Kab. Kulon 

Progo; 

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus Duda 

Cerai, sedangkan istri Pemohon berstatus Janda Cerai; 
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3. Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan terseut adalah Sudarmoko 

dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Adapun yang menjadi 

saksi nikah yakni Triyono dan Nur Azis; 

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Istri Pemohon hidup bersama 

sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Cempaka Putih Jakarta 

Pusat; 

5. Bahwa dari hasil pernikahan siri Pemohon dengan seorang Perempuan 

yang bernama Sri Sudarmi Hatmayanti tersebut telah melahirkan seorang 

anak bernama Muhammad Zafran Anas lahir pada tanggal 21 Maret 2011 

Pukul 14.00 WIB di Rumah Sakti Kartika Jakarta Pusat; 

6. Bahwa pada tanggal 27-12-2012, Pemohon menikah secara resmi yang 

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo sebagaimana bukti berupa Buku 

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0298.016/XII/2012 tertanggal 27 Desember 

2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap 

Kabupaten Kulon Progo; 

7. Bahwa Pemohon hendak membuat akta kelahiran anak Pemohon yang 

bernama Muhammad Zafran Anas, namun Kantor Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

tidak bisa memproses akta kelahiran anak Pemohon dengan alasan anak 

Pemohon yang bernama Muhammad Zafran Anas merupakan anak luar 

nikah karena lahir dari hasil pernikahan siri; 

8. Bahwa selanjutnya petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan 

Asal usul anak luar nikah ke Kantor Pengadilan Agama Wates karena saat 

ini sudah ada dasar hukum tentang anak luar nikah yang dikeluarkan oleh 

Mahkamah Konstitusi (MK) yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

Nomor 46/PUU-VIII/2010; 

9. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengubah Pasal 43 

ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya tidak 

mengakui anak di luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut 



Hal. 3 dari 15 Pen. No. 0037 /Pdt.P./2015 /PA.Wt. 

menanggapi permohonan uji materi tentang status anak di luar nikah yang 

diajukan oleh Machica Muchtar yang memperjuangkan status hukum 

anaknya dari perkawinan siri dengan Moerdiono; 

10. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 

Februari 2012 tersebut mengakui anak yang lahir dari pernikahan siri 

dipersamakan dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara 

hukum Negara. Bahwa selain itu, pengakuan anak luar kawin juga diatur 

dalam Psal 280 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Dengan pengakuan 

yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan 

perdata antara si anak dan bapak atau bapaknya; 

11. Bahwa selanjutnya Pemohon ingin memperoleh kepastian hukum terhadap 

anak kandung tersebut diatas sebagai anak dari Pemohon dan karenanya 

memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon sebagai orang tua 

kandung atau biologis dari anak; 
 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia 

Ketua Pengadilan Agama Wates segera memeriksa dan mengadili perkara ini 

dengan memanggil Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai 

berikut: 

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menetapkan anak laki-laki bernama Muhammad Zafran Anas adalah anak 

sah Pemohon dengan seorang wanita bernama Sri Sudarmi Hatmayanti dan 

memiliki hubungan keperdataan sempurna dengan Pemohon dan Sri 

Sudarmi Hatmayanti; 

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 

membuat akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Zafran 

Anas sebagaimana mestinya; 

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara; 

5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan 

yang berlaku; 
 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang 

menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar 
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Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap 

pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya 

tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang 

selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang; 

Menimbang, bahwa di depan sidang Majelis telah mendengar 

keterangan istri Pemohon yang bernama Sri Sudarmi Hatmayanti binti 

Sudaryoko, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, 

bertempat tinggal di Kadi Gunung, RT 30 RW 08 Desa hargomulyo, Kecamatan 

Kokap, Kabupaten Kulon Progo, memberikan keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa ia menikah siri dengan Pemohon karena saat itu orang tua Pemohon 

sedang sakit dan adanya keberatan dari mantan istri Pemohon; 

 Bahwa pada saat ia menikah siri dengan Pemohon, status Pemohon duda 

cerai dan ia sendiri berstatus janda cerai; 

 Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah pamannya yang bernama 

Sudarmoko karena ayahnya sudah meninggal dunia dan ia tidak mempunyai 

saudara laki-laki; 

 Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu adalah Bapak Nur Azis dan 

Bapak Triyono, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang 

menikahkan bapak Sholikhin yang merupakan Kaum Rois di Kadigunung; 

 Bahwa antara ia dan Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan 

sesusuan maupun kerabat semenda; 

 Bahwa dari hasil pernikahannya dengan Pemohon telah melahirkan anak 

yang bernama Muhammad Zafran Anas yang sampai saat ini belum 

mempunyai Akta Kelahiran; 

 Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk 

mengurus Akta Kelahiran anak hasil pernikahan Pemohon dengan dirinya; 

 Bahwa ia tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah  

mengajukan alat-alat bukti berupa:  

A. Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3217060703700011 atas nama 

Pemohon (Mukhid) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan 
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dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 23 Maret 2015, 

bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, 

selanjutnya diberi kode P.1; 

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0298 016/XII/2012, yang 

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo,  tanggal 27 Desember 

2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, 

selanjutnya diberi kode P.2; 

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3401081310110001 atas nama 

Pemohon (Mukhid) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 14 Januari 2013, 

bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, 

selanjutnya diberi kode P.1; 

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 340108645770002 atas nama 

istri Pemohon (Sri Sudarmi Hatmayanti) yang dikeluarkan oleh Kepala 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo 

tanggal 23 Maret 2015, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai 

dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4; 

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 427/III/KK/2011 atas 

nama Muhammad Zhafran Anas, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit 

Kartika Pulo Mas Jakarta tanggal 22 Maret 2011, bermaterai cukup, 

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode 

P.5; 
 

B. Saksi: 

1. Nur Aziz bin Abdul Yasrip, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan 

Tani, tempat kediaman di Dusun Kaldigunung, RT. 30, RW. 08, Desa 

Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, dibawah 

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:  

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga; 

 Bahwa Saksi hadir saat Pemohon menikah siri dengan Sri Sudarmi 

Hatmayanti binti Sudaryoko pada bulan Juli 2010; 
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 Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut kakak 

dari ayah mempelai perempuan yang bernama Sudarmoko karena 

ayah kandung mempelai perempuan sudah meninggal dunia; 

 Bahwa Sri Sudarmi Hatmayanti tidak mempunyai saudara laki-laki; 

 Bahwa yang menikahkan adalah Kaum Rois setempat yang bernama 

Ahmad Sholikhin, yang menjadi saksi Triyono dan Saksi sendiri, dan 

maharnya berupa seperangkat alat sholat; 

 Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di masjid dengan dihadiri 

oleh keluarga Pemohon dan keluarga mempelai perempuan serta 

masyarakat sekitar; 

 Bahwa saat menikah tersebut Pemohon berstatus duda cerai dan 

mempelai perempuan berstatus janda cerai; 

 Bahwa antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti tidak ada 

hubungan nasab, sesusuan ataupun kerabat semenda; 

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti telah 

tinggal dan hidup rukun bersama sebagai suami istri serta telah 

mendapat karunia seorang anak bernama Muhammad Zafran Anas;  
 

2. M. Husein bin Abdullah Rosyad, umur 56 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Kadigunung, RT. 31, RW. 

08, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, 

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:  

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga; 

 Bahwa Saksi hadir saat Pemohon menikah siri dengan Sri Sudarmi 

Hatmayanti binti Sudaryoko pada bulan Juli 5 tahun yang lalu; 

 Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah 

paman dari mempelai perempuan yang bernama Sudarmoko karena 

ayah kandung mempelai perempuan sudah meninggal dunia dan 

mempelai perempuan tidak mempunyai saudara laki-laki; 

 Bahwa yang menikahkan adalah Kaum Rois setempat yang bernama 

Ahmad Sholikhin, yang menjadi saksi Triyono dan Nur Azis, dan 

maharnya berupa seperangkat alat sholat; 
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 Bahwa yang hadi pada acara pernikahan tersebut adalah keluarga 

Pemohon, keluarga mempelai perempuan dan para tetangga; 

 Bahwa saat menikah tersebut Pemohon berstatus duda cerai dan 

mempelai perempuan berstatus janda cerai; 

 Bahwa antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti tidak ada 

hubungan nasab, sesusuan ataupun kerabat semenda; 

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti telah 

tinggal dan hidup rukun bersama sebagai suami istri serta telah 

mendapat karunia seorang anak bernama Muhammad Zafran Anas; 

 Bahwa selama ini tidak pernah ada masyarakat yang 

mempermasalahkan ataupun keberatan dengan pernikahan 

Pemohon dan   Sri Sudarmi Hatmayanti; 

 

3.  Suwarto bin Siswo Sumarjo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan 

Tani, tempat kediaman di Dusun Kadigunung, RT. 30, RW. 08, Desa 

Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, dibawah 

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:  

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga; 

 Bahwa Saksi hadir saat Pemohon menikah siri dengan Sri Sudarmi 

Hatmayanti binti Sudaryoko pada tanggal 27 Juli 2010; 

 Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut kakak 

dari ayah mempelai perempuan yang bernama Sudarmoko karena 

ayah kandung mempelai perempuan sudah meninggal dunia; 

 Bahwa Sri Sudarmi Hatmayanti juga tidak mempunyai saudara laki-

laki; 

 Bahwa yang menikahkan adalah Kaum Rois setempat yang bernama 

Ahmad Sholikhin, yang menjadi saksi Triyono dan Nur Azis, dan 

maharnya berupa seperangkat alat sholat; 

 Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di masjid dengan dihadiri 

oleh keluarga Pemohon dan keluarga mempelai perempuan serta 

para tetangga; 
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 Bahwa saat menikah tersebut Pemohon berstatus duda cerai dan 

mempelai perempuan berstatus janda cerai; 

 Bahwa antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti tidak ada 

hubungan nasab, sesusuan ataupun kerabat semenda; 

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti telah 

tinggal dan hidup rukun bersama sebagai suami istri serta telah 

mendapat karunia seorang anak bernama Muhammad Zafran Anas; 

 Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada orang yang 

mempermasalahkan pernikahan Pemohon dan  Sri Sudarmi 

Hatmayanti; 

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu 

apapun lagi, dan memberikan kesimpulan ntetap pada permohonannya, 

selanjutnya mohon penetapan;   

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan 

menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap 

termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;   

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;  

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon anak 

yang bernama Muhammad Zafran Anas, yang lahir tanggal 21 Maret 2011 

ditetapkan sebagai anak sah Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti dan 

memiliki hubungan keperdataan sempurna dengan kedua orang tuanya 

tersebut; 

Menimbang, bahwa alasan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon 

adalah sesuai ketentua Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 beserta penjelasannya angka 14 perubahan atas  Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989  tentang Peradilan Agama, oleh karenanya dapat diterima untuk 

diperiksa lebih lanjut dan diberikan putusannya; 
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Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar pengakuan istri 

Pemohon di depan sidang yang pada pokonya telah membenarkan dan tidak 

keberatan dengan permohonan Pemohon;  

Menimbang, bahwa Pemohon  telah mengajukan alat-alat bukti berupa 

surat-surat sebagaimana tersebut di atas yang  kemudian diberi tanda P.1, P.2, 

P.3, P.4 dan P.5 serta saksi-saksi yang  masing-masing telah memberikan 

keterangannya di bawah sumpah; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi 

nama, tempat tanggal lahir, agama dan tempat tinggal, sehingga bukti tersebut  

telah memenuhi syarat  formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti P.1  terbukti Pemohon bertempat 

tinggal sebagimana tersebut dalam surat permohonan yang berdasarkan pasal 

4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan 

Agama Wates, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan 

ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-unadang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan antara 

Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti, sehingga bukti tersebut  telah 

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan 

Sri Sudarmi Hatmayanti  telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri 

sah; 

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan 

akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti 

tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan anggota keluarganya 
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yang meliputi nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama dan jenis 

pekerjaan, sehingga bukti tersebut  telah memenuhi syarat formal dan materiil, 

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti P.3  terbukti Pemohon sebagai 

kepala keluarga dengan anggota keluarga seorang istri yang bernama Sri 

Sudarmi Hatmayanti dan 2 orang anak masing-masing bernama Novi Salsabila 

Maharani dan Akhya Dyah Respati; 

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas  Sri Sudarmi Hatmayanti (istri 

Pemohon) yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, agama dan tempat tinggal, 

sehingga bukti tersebut  telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) 

telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut 

menjelaskan mengenai kelahiran anak yang bernama Muhammad Zafran Anas 

yang dilahirkan dari ibu  Sri Sudarmi Hatmayanti dan ayahnya bernama Mukhid, 

yang merupakan surat biasa, sehingga bukti tersebut  hanya merupakan bukti 

awal yang masih harus dikuatkan dengan alat bukti lain; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 

145 HIR; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah mengenai 

fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang 

harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah 

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR 

sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan 

dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah 

sumpah yang  ternyata  satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya 

sebagai berikut:  
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 Bahwa Pemohon telah menikah siri dengan Sri Sudarmi Hatmayanti binti 

Sudaryoko pada bulan Juli 2010 dengan wali nikah kakak dari ayah 

mempelai perempuan yang bernama Sudarmoko diwakilkan kepada Ahmad 

Sholikhin selaku Kaum Rois, yang menjadi saksi Triyono dan Nur Azis, dan 

maharnya berupa seperangkat alat sholat; 

 Bahwa antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti tidak ada hubungan 

nasab, sesusuan ataupun kerabat semenda; 

 Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti telah 

mendapat karunia seorang anak bernama Muhammad Zafran Anas;  
 

Menimbang, bahwa untuk memperoleh penetapan pengesahan atau 

pengakuan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang 

adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti; 

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum 

Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. calon suami, b. calon 

istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan kabul; 

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 Kompilasi Hukum 

Islam, perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang : 1. 

Karena pertalian nasab, 2. Karena pertalian kerabat semenda, dan 3. Karena 

pertalian sesusuan; 

Menimbang, bahwa  bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 

tersebut di atas, maka terbukti anara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti 

tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian 

sesusuan seperti yang dimaksud dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan istri 

Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti 

bahwa antara Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti telah melaksanakan 

pernikahan pada tanggal 27 Juli 2010 di daerah Kecamatan Kokap Kabupaten 

Kulon Progo, yang bertindak sebagai wali adalah paman dari Sri Sudarmi 

Hatmayanti yang bernama Sudarmoko karena ayah Sri Sudarmi Hatmayanti 

telah meninggal dunia dan Sri Sudarmi Hatmayanti tidak mempunyai saudara 

laki-laki dengan dihadiri oleh keluarga kedua mempelai dan masyarakat sekitar 

serta Kaum Rois; 



Hal. 12 dari 15 Pen. No. 0037 /Pdt.P./2015 /PA.Wt. 

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, maka 

telah terbukti pernikahan antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti 

tersebut telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak yakni paman dari 

mempelai perempuan yang pelaksanaannya diwakilkan kepada Kaum Rois; 

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, maka 

telah terbukti pernikahan antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti 

tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qobul serta dengan mahar seperangkat 

alat sholat, sesuai dengan hukum Islam; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, maka 

telah terbukti pernikahan antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti 

tersebut dilaksanakan tanpa pengawasan dan pencatatan dari Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana 

ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, 

maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Sri Sudarmi Hatmayanti 

telah terjadi pernikahan sah menurut hukum Islam pada tanggal 27 Juli 2010, 

sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya 

ketentuan pasal 2 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam 

pernikahan antara Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti tersebut di atas tidak 

mengurangi keabsahan bahwa pernikahannya telah dilaksanakan menurut 

hukum Islam, karena pencatatan perkawinan tidak termasuk salah satu rukun 

atau syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1946 pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya tentang 

pelanggaran pencatatan perkawinan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Sri Sudarmi 

Hatmayanti yang dikuatkan oleh saksi-saksi dan bukti P.5 (Surat Keterangan 

Kelahiran), telah terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan Sri Sudarmi 

Hatmayanti telah mendapat karunia seorang anak yang bernama Muhammad 

Zafran Anas yang lahir pada tanggal 21 Maret 2011; 
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Menimbang, bahwa Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti 

menginginkan bahwa anak yang bernama Muhammad Zafran Anas yang lahir 

pada tanggal 21 Maret 2011, bernasabkan kepada Pemohon dan Sri Sudarmi 

Hatmayanti untuk kepentingan anak tersebut agar mempunyai Akta Kelahiran 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu anak dari seorang bapak yang 

bernama Mukhid (Pemohon) dan ibu yang bernama Sri Sudarmi Hatmayanti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Muhammad 

Zafran Anas yang lahir pada tanggal 21 Maret 2011 adalah anak sah dari 

Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti yang dilahirkan dari perkawinan yang 

sah, oleh karena itu permohonan Pemohon agar anak tersebut ditetapkan 

sebagai anak sah dari Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti dan mempunyai 

hubungan keperdataan yang sempurna dengan Pemohon dan Sri Sudarmi 

Hatmayanti dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Peradilan Agama (Buku II) yang dikeluarkan oleh Mahkamah 

Agung RI Tahun 2014, Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan 

setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan 

putusan/penetapan kepada Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum dimana 

anak tersebut bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam buku daftar yang 

disediakan untuk itu; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;  

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;   

 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Zafran Anas adalah anak sah 

dari Pemohon dan Sri Sudarmi Hatmayanti; 
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3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wates untuk 

mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap 

kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan  Catatan Sipil Kabupaten 

Kulon Progo, untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu  rupiah); 

  

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan 

tanggal 13 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Barwanto, S.H. sebagai Ketua 

Majelis, Siti Hanifah, S.Ag. dan Nunung Indarti, SHI. masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  tersebut dengan didampingi 

oleh Hakim Anggota dan dibantu Elfaus Ardanan sebagai Panitera Pengganti, 

serta dihadiri oleh Pemohon; 

 

 
Hakim Anggota, Ketua Majelis, 

 

 

ttd                                                              ttd 

 
SITI HANIFAH, S.Ag. 

 
Drs. BARWANTO, S.H. 

 

Hakim Anggota,  
 

ttd 

 

NUNUNG INDARTI, SHI.  
 

 Panitera Pengganti, 
 

ttd 

 

 ELFAUS ARDANAN 
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Rincian Biaya Perkara: 

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Biaya PP-APP : Rp. 60.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

 Jumlah   : Rp. 176.000,00
 

 

Untuk salinan yang sama bunyinya 
O l e h  : 

a.n. PANITERA PENGADILAN AGAMA WATES 
WAKIL PANITERA 

 
 
 
 

Drs. ABDUL ADHIM AT 
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